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نْكُمَْامَُّةٌََوَ  َهُمَُالْمُفْلِّحُوْنَ لْت كُنَْم ِّ ك  ىِٕ
ٰۤ
َو اوُل  َو ي  ن ْه وْن َع نَِّالْمُنْك رِِّۗ لْم عْرُوْفِّ َبِِّ يَ ْمُرُوْن  َالْْ يَِّْْو   يَّدْعُوْن َاِّلَ 

Artinya: “Hendaklah ada di antara kamu segolongan orang yang menyeru kepada 

kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. 

Mereka itulah orang-orang yang beruntung.” (QS Al-Imran: 104). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an Online dan Terjemahnya Surat Al-Imron Ayat 104 

https://quran.kemenag.go.id/ (diakses pada 14 November 2024). 
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ABSTRAK 

Abdul Jalil, 2024: Mengakaji Ulang Pasal Perjudian Dalam Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana (KUHP) Perspektif Hukum Pidana Islam 

Kata Kunci: Pasal Perjudian, KUHP, Hukum Pidana Islam 

 Perjudian adalah salah satu penyakit masyarakat yang tidak mudah dan sulit 

sekali untuk diberantas karena sudah mendarah daging dalam kehidupan masyarakat. 

Perjudian meberikan dampak negatif sehingga dapat merugikan terhadap 

kelangsungan hidup masyarakat. Maka dalam fenomena ini bagaimana pengkajian 

pasal perjudian dalam KUHP dalam perspektif Hukum Pidana Islam. 

 Berdasarkan latar belakang di atas peneliti mengambil fokus penelitian dalam 

skripsi sebagai berikut, 1) Bagaimana izin perjudian dalam perspektif Hukum Positif? 

2) Bagaimana izin perjudian dalam perspektif Hukum Pidana Islam? 3) Bagaimana 

komparasi izin perjudian dalam Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam? Tujuan 

penelitian skripsi ini adalah, 1) Untuk mengatahui lebih dalam mengenai izin 

perjudian dalam Hukum Positif. 2) Untuk mengatahui lebih dalam mengenai izin 

perjudian dalam perspektif hukum islam. 3) Untuk mengetahui relevansi antara 

Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam sebagai bentuk aturan untuk menanggulangi 

tindak pidana perjudian. 

 Jenis penelitian merupakan penelitian normatif dengan metode pendekatan 

penelitian perbandingan (comparative approach) sebagai bentuk perbandingan untuk 

mengatahui relevansi antara Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam. Pendekatan 

penelitian ini berdasarkan doktrin, padangan yang berkembang dalam hukum pedapat 

hukum baik dari Hukum Positif maupun huku islam tersendiri. 

 Hasil penelitian ini adalah: 1) Perjudian secara langsung diatur dalam Hukum 

Positif terdapat pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang RI No. 

1 Tahun 2023 tentang KUHP 2023, Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang 

penertiban perjudian dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1981 tentang 

pelaksanaan perjudian. Pada dasarnya judi dilarang keras untuk dilakukan, sehingga 

seseorang yang melanggar aturan tersebut akan dikenai sanksi sesuai dalam aturan 

perjudia tersebut. akan terdapat pengecualian dalam KUHP pasal 303 dan 303 bis dan 

UU RI No. 1 tahun 2023 tentang KUHP 2023 pasal 426 yang dimuat dalam aturan 

dianggap sebuah kejatahan, jika tanpa izin. 2) Hukum islam mengharamkan akan 

terjadi perilaku perjudian dengan mutlak, ketentuan tersebut tertuan didalam Al-

qur’an dan Hadistt sehingga tidak ada pengecualian dalam aturan islam untuk 

melakukan judi (maisir) meskipun dengan alasan apapun. 3) Ketentuan dalam hukum 

islam dan Hukum Positif sama-sama melarang untuk melakukan tindakan perjudian, 

dalam Hukum Positif telah diatur dalam beberapa pasal dan Undang-Undang atas 

dilarangnya melakukan perjudian, akan terdapat salah satu aturan yang memberikan 

peluang untuk berjudi asalakan mendapatkan izin, beda halnya dengan hukum islam 

yang secara mutlak mengharamkan perilaku berjudi dan tidak alasan apapun untuk 

membolehkannya. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Indonesia merupakan nergara hukum, berdasarkan Undang-Undang 1945 

pasal 1 ayat 3 yang berbunyi “negara Indonesia adalah negara hukum”.1 Perlu 

dicatat bahwa semua kegiatan masyarakat diatur oleh peraturan yang berlaku 

saat ini. Negara indonesia merupakan negara yang mejemuk tidak dapat 

disangkal mencakup banyak etnis, agama, tradisi, dan adat istiadat. Islam adalah 

salah satu kepercayaan yang dominan di antara para pemeluknya. Pembentukan 

undang-undang di Indonesia secara erat berasal dari prinsip-prinsip agama, 

khususnya Islam. Hal ini dipandang penting untuk menilai signifikansi dari 

doktrin agama dan undang-undang hukum, khususnya mengenai perilaku 

perjudian, melalui lensa kesesuaian antara prinsip-prinsip agama dan hukum 

yang semuanya bertujuan untuk mencapai kesejahteraan, keamanan, dan 

kebaikan umum. Perjudian secara khusus dikontrol dan dilarang dalam Islam, 

berdasarkan prinsip jinayah yang berasal dari Al-Qur'an Surat Al-Maidah, ayat 

90.  

َء ام نُ وَٰۤ أ ي ُّه اَٱلَّذِّين 
ٰۤ
ت نِّبُوهَُل ع لَّكَُي    ط   نَِّف ٱجخ َٱلشَّيخ َع م لِّ سࣱَم ِّنخ ل   مَُرِّجخ رَُو ٱلۡخ نص ابَُو ٱلۡخ زخ سِّ م يخ

رَُو ٱلخ  مخ
َاَ۟إِّنََّّ اَٱلْخ مخ

لِّحُونَ  َتُ فخ
Artinya “hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamr, 

berjudi, berkorban untuk berhala, mengadu nasib dengan panah, 

adalah perbuatan syaitan, maka jauhilah perbuatan itu agar kamu 

mendapat keberungtungan.”2  

 

 
 1 Idai Ba igus AInggaipura inai Pida ida i DKK, Tindaik Pidaina i Daila im KUHP, (Ba indung:Widina i 

Bha ikti Pe irsa ida i Ba indung, 2022), 95 

 2 Luki Nugroho, Judi Te irse ilubung, (Ja ika irtai Se ila ita in:Ruma ih Fiqih Publishing, 2018), 6. 
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Adapun adanya aturan aturan tersebut didukung dengan di bentuknya 

undang-undang pasal 303 KUHP dan 303 bis KUHP, Undang-Undang Nomor 

7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian.3 Mengatur secara khusus terhadap 

prilaku sosial tersebut yang juga secara kebudayaan tindak pidana perjudian 

juga tidak dibenarkan.4 

Penelitian ini akan mengkaji beberapa prinsip hukum di bawah Hukum 

Positif dan Hukum Pidana Islam, dengan fokus pada hukum yang harus ditaati 

dan hukum yang tidak boleh dilanggar, terutama dengan peraturan perjudian. 

Masalah perjudian telah dikenal sejak zaman dahulu, dan merupakan gangguan 

masyarakat karena dampak buruknya yang dapat membahayakan dan 

mengganggu kehidupan masyarakat.5 Salah satu akibatnya adalah degradasi 

moral generasi muda bangsa disertai dengan gangguan lain yang terkait, serta 

konsekuensi lain yang ditimbulkan oleh perjudian, seperti pencurian yang 

sering kali dikaitkan dengan penjualan alkohol dan prostitusi. 

Perjudian adalah penyakit masyarakat yang sulit dihilangkan, karena 

telah didokumentasikan sejak zaman dahulu. Catatan sejarah yang terkenal 

adalah runtuhnya kerajaan Mahabharata yang jatuh ke tangan Kurawa karena 

kekalahan dalam perjudian. Narasi ini menggambarkan bahwa dampak dari 

perjudian sangat parah sehingga partisipasi dalam kegiatan perjudian harus 

dilarang keras. Kondisi ini sangat disesalkan dan merupakan tantangan sosial 

 
 3 E Inik Isnaiini, Tinjaiua in Yuridis Norma itif Pe irjudiain Online i Me inurut Hukum Positif Di 

Indoneisia i, Jurna il Indeipe indeint, Vol 5, No.1, 2018, 23 

 4 Da ihlia i H. Ma i’u, “Judi Seiba iga ii Ge ija ila i Sosia il Pe irspe iktif Hukum Islaim”, Jurna il A Il-

Syari’aih, Vol. 5, No. 2, 2007, 1 

 5 Na isori, “Pe irjudiain Da ila im Pa indainga in Hukum Pidaina i Isla im Da in Kuhp Kaijia in Teirha idaip 

Putusa in Pe ingaidila in Ne ige iri Ja ika irta i Se ila ita in” (Skripsi, Uin Sya irif Hidaiya itulla ih, 2010), 2 
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yang harus diatasi, karena bertentangan dengan ajaran agama, standar etika, dan 

prinsip-prinsip Pancasila. Dalam hal ini, sangat penting untuk membuat 

peraturan khusus yang mengendalikan perjudian, sehingga perlu untuk 

merumuskan dan mengesahkan Pasal 303 dan Pasal 303 bis KUHP, yang 

dilandasi oleh prinsip-prinsip Islam yang dengan tegas melarang kegiatan 

perjudian (maisir). 

Perjudian merupakan tindak pidana, tindak pidana adalah kegiatan yang 

bertentangan dengan ketentuan hukum pidana positif. Dalam Hukum Pidana 

Islam, perjudian merupakan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip Islam yang 

telah digariskan dalam Al Qur'an dan hadist.6 Apabila seseorang ikut serta 

bermain judi maka secara tidak langsung ikut berperan aktif dalam meramaikan 

perilaku perjudian sendiri. 

Dalam agama dapat dikatan perilaku perjudian jika mengandung 

beberapa unsur adalah.7 

1. Adanya harta yang dipertaruhkan 

2. Adanya suatu permainan yang digunakan untuk menetukan menang dan 

kalah. 

3. Pihak yang menang akan mendapat harta yang digunakan sebagai taruhan, 

dan pihak yang kalah akan kehilangan harta yang digunakan sebagai 

taruhan. 

 
 6 Za iinuddin Aili, Hukum Pidaina i Isla im, Ce ita ika in I, (Ja ika irtai:Sina ir Graifika i, 2007), I 

 7 Na ibila i Zulfai, Be intuk Ma iisir Da ila im Tra insa iksi Ke iua ingain, Jurnail Hukum E ikonomi Islaim, 

vol 2, No. 1, 2018, 5 
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Dalam kehidupan ada dua kerangka hukum yang diakui yaitu hukum 

pidana positif dan Hukum Pidana Islam. Kedua sistem ini harus saling 

melengkapi, memastikan bahwa keduanya saling menguatkan satu sama lain 

tanpa menciptakan ketidak seimbangan yang dapat merusak salah satu dari 

kedua kerangka hukum tersebut. Pelaksanaan norma-norma ini harus harmonis 

dan berfungsi sebagai pedoman untuk memastikan perdamaian, kemakmuran, 

dan keamanan dalam kehidupan sosial. Pada intinya, dimana ada masyarakat di 

situ ada kebutuhan akan hukum. 

Kehadiran hukum sangat penting, tanpa hukum masyarakat akan jatuh 

ke dalam kekacauan dan akan diatur oleh hukum rimba, di mana kekuasaan 

hanya berada di tangan mereka yang kuat.8 Hal ini menunjukkan bahwa 

kehadiran hukum sangat penting disertai dengan aturan hukum yang adil dan 

selaras dengan peraturan yang dikodifikasi dan tidak dikodifikasi, yang juga 

dikenal sebagai hukum adat. Keberadaan hukum pidana positif dan Hukum 

Pidana Islam juga sangat penting. Saat ini KUHP yaitu Bab XIV, Pasal 303 dan 

303 bis KUHP, pada dasarnya melarang usaha perjudian tanpa izin yang 

diperlukan dan sebagai mata pencaharian. Islam dengan tegas melarang 

perjudian, tanpa memberikan kesempatan bagi siapa pun untuk terlibat dalam 

kegiatan terlarang ini. 

Adapun frasa “tanpa izin” dengan demikian membuka peluang untuk 

melakukan tindak pidana perjudian sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat 1 

 
 8 Ba imba ing Sutiyoso, Meitodei Pe ine imuain Hukum, Upaiyai Me iwujudkain Hukum Yaing Paisti 

Da in Beirke ia idila in, (Yogyaika irta i, UII Preiss, 2006), 2 
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yang berbunyi “Dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun atau 

pidana denda paling banyak Rp. 25.000.000,00 barang siapa yang 

menyelenggarakan perjudian tanpa izin.”9 Pasal ini jelas mengindikasikan 

memberikan peluang yang cukup besar bagi individu untuk terlibat dalam 

kegiatan perjudian dengan kedok membutuhkan otorisasi dari pihak yang 

berwenang. Hal ini sangat menarik bagi para akademisi, terutama substansi 

Pasal 303 Ayat 1 yang menawarkan peluang yang cukup bagi individu untuk 

terlibat dalam kegiatan perjudian. Hal ini mengindikasikan bahwa para 

pemangku kepentingan dapat terlibat dalam kegiatan perjudian secara sah 

memungkinkan mereka untuk berpartisipasi tanpa khawatir akan dampak 

hukum.10 Maka dengan adanya izin tersebut tidak ada jaminan yang mutlak 

terhadap dampak negatif yang akan ditimbulkan. Sehingga kepastian Hukum 

tersebut dianggap mengambang dan perlu dikaji ulang sebagai bentuk kepastian 

hukum dalam pengaturan penertiban tindak pidana perjudian. 

Berangkat dari permasalahan terebut, maka dipandang perlu dan sangat 

penting untuk dikaji lebih jauh lagi mengenai masalah tersebut, serta dapat 

dijadikan sebagai skripsi dengang judul “MENGKAJI ULANG PASAL 

PERJUDIAN DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA 

(KUHP) PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM”.  

 
 9 Rio Pa imbudi, AIulia i Rosa i Na isution Dain Mua izzul, Tindaik Pida inai Pe irjudia in Da ila im 

Tinja iua in Hukum Pidaina i (Studi Ka isus Putusa in Nomor 491/Pin.B/PN Mdn Ta ihun 2017), 

JUNCTO:Jurna il Ilmia ih Hukum, 2020, 114 

 10 Indeia i Ma ihreiza i Ma imonto, Keibija ika in Hukum Pidaina i Da ila im Ra ingkai 

Pe ina inggulaingainpeirjudia in, Le ix Crime in, Vol 4, No. 7, 2015, 1 
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B. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian merupakan sebutan dari rumusan masalah terhadap 

penelitian Pustaka. Bagian ini merupakan dari uraian dan permasalahan yang 

telah dipaparkan dalam latar belakang di atas dapat diberikan rumusan masalah, 

sehingga pembahasan penelitian dapat lebih terfokuskan.  

1. Bagaimana izin perjudian dalam perspektif Hukum Positif? 

2. Bagaimana izin perjudian dalam perspektif Hukum Pidana Islam? 

3. Bagaimana komparasi tentang izin perjudian menurut Hukum Positif dan 

Hukum Pidana Islam? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguraikan topik permasalahan 

untuk mengkaji lebih mendalam pasal tentang perjudian. Adapun tujuan dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui bagaimana perizinan perjudian dalam perspektif Hukum 

Positif 

2. Untuk mengetahui tentang perizinan perjudian dalam perspektif Hukum 

Pidana Islam 

3. Untuk mengetahui bagaimana perbandingan perizinan perjudian menurut 

Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam. 
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D. Manfaat penelitian 

1. Manfaat teoritis 

Penelitian ini diharapkan untuk menjadi pandangan dan tambahan 

wawasan ilmu pengetahuan tentang perbandingan antara Hukum Positif dan 

Hukum Pidana Islam yang membahas tentang kata tanpa izin yang terdapat 

dalam KUHP. Penelitian ini merupakan bentuk penelitian bagaimana eksistensi 

hukum pidana positif dan Hukum Pidana Islam, sehingga menjadi terobosan 

untuk memadukan Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam di dalam penertiban 

tindak pidana perjudian. Serta penelitian ini diharapkan dapat menjadi alat 

pengembangan pengetahuan berdasarkan teoritis yang diajarkan dalam kuliah. 

2. Manfaat praktis 

a. Bagi penulis peneletian ditujukan untuk melahirkan sebuah wawasan 

pengatahuan baru dan mampu menjadi media yang dapat berguna untuk 

mengimplementasikan wawasan penulis tentang mengkaji ulang pasal 

perjudian dalam KUHP dengan kata tanpa izin dalam perspektif Hukum 

Pidana Islam, serta bagaimana bentuk perbandingan antara Hukum 

Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif didalam penertiban serta 

penanggulangan tindak pidana perjudian tersebut. 

b. Bagi pembaca penelitian ini ditujukan sebagai tambahan ilmu 

pengetahuan baru, agar supaya dapat mengetahui sanksi bagi seseorang 

yang melakukan perjudian serta bagaimana bentuk perbandingan 

Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam dengan kata tanpa izin 

yang terdapat KUHP. 
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c. Bagi masyarakat dan akademisi penelitian ini ditujukan sebagai bentuk 

pengetahuan baru untuk mengetahui dimana letak relevan antara Hukum 

Positif dan Hukum Pidana Islam (jinayah) di dalam pengaturan 

penertiban perjudian dan khususnya akademisi diharapkan penelitian ini 

dapat menajadi refrensi bagi peneliti lain yang akan mengangkat tema 

khususnya tentang perjudian. 

E. Definisi Istilah 

1. Mengkaji ulang 

 Mengkaji adalah belajar atau mempelajari kembali, memeriksa 

kembali, menyelidiki kembali, memikirkan kembali, memepertimbangkan, 

menguji kembali, dan menelaah kembali.11 Adapun untuk mengkaji kembali 

atau mempertimbangkan kembali sesuatu dengan benar maka 

dibutuhkanlah metode kajian yang dalam Hal ini kemudian ada istilah 

kajian yang digunakan untuk mengkaji kembali sebuah penelitian ilmiah. 

2. Pasal Perjudian 

 Pasal perjudian adalah bagian dari bab yang merupakan satuan dari 

undang-undang yang mengatur secara tegas dan lugas tentang perjudian 

termuat dalam bab kejahatan kesusilaan dalam kitab undang-undang hukum 

pidana (KUHP).12 Diatur dalam pasal 303 KUHP dan 303 bis KUHP jo 

undang-undang nomor 7 tahun 1974 berisikan diancam pidana paling lama 

sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, 

 
 11 De indi Sugono, Kaimus Ba ihaisa i Indoneisia i, (Ja ika irta i:Ka imus Pusa it Ba iha isa i, 2008), 628  

 12 De indi Sugono, Kaimus Ba ihaisa i Indoneisia i, (Ja ika irta i:Ka imus Pusa it Ba iha isa i, 2008), 1128 
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barang siapa tanpa izin. Perjudian merupakan permainan yang di dalamnya 

mengandung unsur taruhan uang dan bersifat untung-untungan.13 Barang 

siapa ikut berpartisipasi dalam meramaikan tindakan pidana perjudian maka 

akan mendapat sanksi paling lama Sepuluh tahun atau denda pidana 

maksimal dua puluh lima juta rupiah, dengan tanpa mendapatkan izin. 

3. Hukum Positif 

 Hukum Positif atau sering juga disebut ius constitutum, adalah 

hukum yang sudah berlaku diterapkan di suatu tempat atau negara dengan 

kekuatan hukum yang memikat dan memaksa dengan tujuan untuk 

mewujudkan keberadaan hukum yang pasti demi melahirkan sebuah 

keadilan. Indonesia dengan sistem civil law dengan menggunakan aturan 

perundang-undangan, kebiasaan dan yurisprudensi sebagai sumber hukum. 

maka karena itulah agama, adat norma kesusilaan menjadi bagian dari 

hukum Indonesia.14 

4. Perspektif  

 Perspektif menurut KBBI adalah model dalam menggambarkan 

suatu bentuk yang terdapat pada bidang datar sebagaimana yang tampak 

oleh mata secara tiga dimensi atau disebut sebagai sudut pandang atau 

pandangan.15 

 

 
 13 Siti Sa iha ira i, E ife iktifita is Pe inghukumain Ba igi Pe ila iku Maiisir (Pe irjudia in) Di Kotai La ingsa i, 

Jurnail Hukum Saimudra i Ke ia idila in, Vol. 13, No. 1, 2018, 120 

 14 Ailda i Ka irtika i Yudhai, Hukum Isla im Da in Hukum Positif: Peirbe idaia in, Hubungain, Dain 

Pa indaingain Ulaima i, Jurnail Hukum Nove ilty, Vol. 8, No. 2, 2017, 160 

 15 Ba ida in Pe ingeimba ingain Da in Pe imbinaia in Ba iha isa i Indoneisia i Pe indidikain Da in Keibudaiya ia in, 

Ka imus Be isa ir Ba iha isa i Indoneisia i, (Ja ikairta i:PT Ba ila ii Pusta ika i, 2018), 1268  
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5. Hukum Pidana Islam 

 Hukum Pidana Islam adalah arti dari kata asal fiqh jinayah (dalam 

Bahasa arab) yang mengandung makna bahwa seluruh tindakan hukum 

tentang tindakan kriminal yang dikerjakan oleh orang mukallaf (yang 

mampu membedakan antara yang benar dan yang salah) yang merupakan 

hasil dari pemahaman terhadap asas-asas hukum yang tersusun dalam Al-

Qur’an dan Hadist.16 

F. Sistematika Penulisan 

BAB I PENDAHULUAN 

  Pada bab ini, peneliti mencantumkan judul penelitian, latar belakang 

masalah, dilanjutkan fokus penelitian, tujuan penelitian, serta manfaat 

penelitian baik secara teoritis ataupun praktis, dan definisi istilah sebagai 

penjelasan singkat tentang judul penelitian. 

BAB II KAJIAN PUSTAKA 

  Bab ini mencakup tentang peneletian terdahulu dan kajian teori, 

dalam penelitian terdahulu, peneliti mebuat ringkasan tentang penelitian 

terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini. Dalam kajian teori, peneliti 

membahas tentang teori apa yang terkandung dalam pnelitian ini. 

BAB III METODE PENELITIAN 

  Pada bab ini mencakup tentang metode yang akan dilakukan peneliti 

dalam Menyusun penelitian ini secara tersusun dengan menggunakan jenis 

penelitian yang digunakan, pendekatan penelitian, bahan hukum, teknik 

 
 16 Za inuddin Aili, Hukum Pidaina i Isla im, (Ja ika irtai:Ra ija i Gra ifindo Pe irsa ida i, 2007), 2 
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pengumpulan bahan hukum, analisis bahan hukum, dan sistematika 

penelitian. 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

  Pada bab ini peneliti akan membahas sesuai dengan fokus 

penelitiannya yang didapat dari metode penelitiannya. Didalamnya akan 

membahas tentang Bagaimana izin perjudian dalam perspektif Hukum Positif, 

Bagaimana izin perjudian dalam perspektif Hukum Pidana Islam, dan 

Bagaimana komparasi tentang izin perjudian menurut Hukum Positif dan 

Hukum Pidana Islam. 

BAB V KESIMPULAN 

Pada bab ini peniliti akan menyimpulkan dari hasil penelitian dan 

menyimpulkan pembahasan yang telah diuraikan di bab IV dengan tetap 

terfokus pada penelitian yang telah ada. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Penelitian terdahulu 

Dalam bagian ini, peneliti menggunakan dari beberapa produk kajian terdahulu 

yang memiliki kaitan dengan penelitian yang akan dilakukan ini, dalam hal ini 

peneliti akan mencantumkan persamaan dan perbedaan yang terdapat dalam 

kajian terdahulu. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang peneliti dapatkan 

sebagai berikut: 

1. Skripsi karya Nasori yang berjudul “perjudian dalam pandangan Hukum 

Pidana Islam dan KUHP (kajian terhadap putusan pengadilan negeri Jakarta 

selatan)”.17 Penelitian ini mengkaji perspektif Hukum Pidana Islam 

terhadap perjudian, pandangan hukum pidana positif terhadap perjudian, 

dan tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap putusan Pengadilan Negeri 

Jakarta Selatan No. 1169/pid/B/2009/PN.Jkt.sel. tentang perjudian. 

Penelitian ini menggunakan teknik dan kaidah kualitatif untuk 

mengumpulkan data yang diperlukan, yang kemudian dianalisis dan 

diinterpretasikan untuk keperluan pembahasan. Tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang 

perjudian dari perspektif hukum pidana positif dan Hukum Pidana Islam 

dengan mengumpulkan data dari buku-buku, arsip, KUHP, KUHAP, dan 

 
 17 Na isori, “Pe irjudiain Da ila im Pa indainga in Hukum Pidaina i Isla im Da in Kuhp Kaijia in Teirha idaip 

Putusa in Pe ingaidila in Ne ige iri Ja ika irta i Se ila ita in” (Skripsi, Uin Sya irif Hidaiya itulla ih, 2010), 
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putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang akan dianalisis melalui 

interpretasi dan perumusan. 

Penelitian ini sejajar dengan penelitian-penelitian sebelumnya 

dengan mengkaji perjudian dalam konteks Hukum Positif dan Hukum 

Pidana Islam. Penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian 

sebelumnya dengan berkonsentrasi pada kriminalitas perjudian melalui 

lensa KUHP dan Hukum Pidana Islam, secara khusus menganalisis putusan 

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan menggunakan metode penelitian 

kualitatif. Penelitian ini mengkaji Pasal 303 KUHP tentang perjudian, yang 

bertujuan untuk memberikan rumusan yang berkaitan dengan Hukum 

Pidana Islam. 

2. Skripsi yang ditulis oleh Reniati Sumanta yang berjudul “tinjauan hukum 

islam terhadap perjudian (kajian perbandingan qanun maisir di acreh dan 

perjudian perda Bekasi)”.18 Fokus penelitiannya adalah, bagaimana 

perjudian dalam hukum islam, bagaiamana maisir/perjudian diatur dalam 

qanun aceh dan perda Bekasi, dan bagaimana perbandingan peraturan 

perjudian di aceh dan perda Bekasi.  

 Jenis penelitian yang diguanakan dalam penelitian terdahulu adalah 

kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif serta menggunakan metode 

dedukatif sebagai pegangan utama dan metode induktif sebagai penunjang. 

Persamaan penelitian dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama 

 
 18 Re inia iti Suma inta i, Tinja iuain Hukum Isla im Te irhaida ip Peirjudia in (Kaijia in Pe irba indingain 

Qa inun Maiisir AIce ih Da in Pe irda i Pe irjudia in Di Kotai Be ika isi), (Skripsi, UIN Sya irif Hidaiya itulla ih 

Ja ika irta i, 2014). 
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membahas tindak pidana perjudian delam perspektif Hukum Pidana Islam. 

Perbedaan dengan penelitian ini, penelitian terdahulu terfokuskan untuk 

mengkaji perbandingan antara qanun aceh tentang perjudian dan perda 

Bekasi. Sedangkan penelitian ini terfokuskan untuk mengkaji ulang pasal 

303 KUHP tentang perjudian dengan tujuan untuk melakukan fornulasi 

yang sesuai terhadap Hukum Pidana Islam. 

3. Skripsi ditulis oleh Eldy bisma yang berjudul “Perjudian yang dilakukan 

anak-anak di rental play station Kawasan X”.19 Fokus penelitiannya adalah 

mengapa anak-anak dikawasan X melakukan perjudian di rental play 

station, factor-faktor apa yang mendukung terjadinya perjudian yang 

dilakukan oleh anak-anak Kawasan X di rental play station, dan dampak apa 

yang ditimbulkan oleh perjudian yang dilakukan oleh anak-anak dikawasan 

X pada kehidupan mereka. 

 Jenis penelitiannya adalah deskriptif bersifat pemaparan yang 

bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang keberadaan tempat yang 

digunakan untuk melakukan perjudian serta anak-anak atau komunitas yang 

berpartisapasi didalam tindak pidana perjudain tersebut, dan tipe penelitian 

terdahulu adalah, pihak peneliti sudah memperoleh data awal tentang 

permasalahan yang akan diteliti. 

 Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-

sama membahas tentang perjudian dalam tinjauan Hukum Positif.  

 
 19 E Ildy Bisma i, Pe irjudiain Ya ing Dila ikukain AIna ik-AIna ik Di Re inta il Pla iy Sta ition Ka iwa isa in X, 

(Skripsi, Univeirsita is Indoneisia i, 2012). 
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Perbedaan dengan penelitian ini. Penelitian terdahulu, lebih terfokus 

penelitiannya terhadap indikator yang dapat menjadil plot suatu perjudian 

yang banyak dilakukan dikalangan anak-anak khususnya, peneliti 

mendekripsikan mengenai mekanisme, pengaruh dan factor-faktor yang 

menyebabkan anak-anak Kawasan X melakukan perjudian di rental play 

station yang merupakan patologi sosial. Sedangkan penelitian ini 

terfokuskan untuk mengkaji ulang pasal 303 KUHP tentang perjudian 

dengan tujuan untuk melakukan fornulasi yang sesuai terhadap Hukum 

Pidana Islam. 

4. Skripsi yang ditulis oleh Kurniawan adi sasono yang berjudul “Penegakan 

hukum pasal 303 bis KUHP tentang perjudian dalam perspektif hukum 

islam”.20 Fokus penelitiannya adalah, bagaimanakah tujuan dan hikmah 

penegakan hukum pasal 303 bis KUHP tentang perjudian perspektif hukum 

islam. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian terdahulu adalah 

penelitian Pustaka (libray riseach) dan sifat dari penelitian ini adalah 

deskriptif yang bertujuan untuk nmengungkap prosedur pemecahan 

masalah yang diselidiki dengan cara menggambarkan keadaan subyek atau 

obyek penelitian berdasrakan fakta-fakta yang ada dan tampak dengan indra 

penglihatan.  

 Persamaa penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-

sama membahas tentang penegakan perjudian dalam pasal 303 KUHP. 

 
 20Kurniaiwa in AIdi Sa isono, Pe ineiga ika in Hukum Paisa il 303bis KUHP Te inta ing Pe irjudiain 

Da ila im Pe irspe iktif Hukum Isla im, (Skripsi, IAIIN Me itro, 2020) 
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Perbedaan dengan penelitian ini ialah dengan adanya penelitian terdahulu, 

merupakan metode yang digunakan peneliti untuk menggambarkan tentang 

bagaimana dampak dan hikmah diterapkannya pasal 303 bis tentang 

perjudian dalam perspektif hukum islam. Sedangkan penelitian ini 

terfokuskan untuk mengkaji ulang pasal 303 KUHP tentang perjudian 

dengan tujuan untuk melakukan fornulasi yang sesuai terhadap Hukum 

Pidana Islam. 

5.  Skripsi yang ditulis oleh Adnan musa asi’ari yang berjudul “pertanggung 

jawaban pidana para pihak terlibat dalam perjudian online”.21 Fokus 

penelitiaannya adalah, apakah pihak pembagi tautan saluran yang di 

dalamnya terdapat konten perjudian dapat dipertanggung jawabkan secara 

pidana dan apakah perbuatan pihak yang bermain judi melalui tautan yang 

didalmnya tedapat konten perjudian dapat dipertanggung jawabkan secara 

pidana. 

 Jenis penelitianya adalah normatif dengan menggunakan 

pendekantan konseptual dengan menganalisis terhadap pertanggung 

jawaban pidana bagi pelaku perjudian dan penyerta dengan menyebarkan 

tautan melaui konten yang didalamnya memuat tentang permainan 

perjudian dengan pengolahan data dekriptif kualitatif.  

 Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-

sama membahas tentang tindak pidana perjudian serta menggunakan 

 
 21 Aidnain Musa i Aisy’a iri, Pe irta inggung Jaiwa iba in Pidaina i Pa ira i Piha ik Ya ing Teirlibait Da ila im 

Pe irjudia in Onlinei, (Skripsi, Unive irsita is Isla im Indoneisia i, 2020).   
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metode penelitian normatif. Perbedaan dengan penelitian ini ialah, 

penelitian terdahhulu terfokuskan untuk mengkaji tentang pertanggung 

jawaban seorang pelaku perjudian serta pihak yang memeberikan tautan 

yang didalamnya mengandung perjudian secara pidana. Artinya, penelitian 

terdahulu lebih terfokus pada pelaku tindak pidana perjudian itu sendiri.  

Sedangkan penelitian in terfokuskan untuk mengkaji ulang pasal 303 KUHP 

tentang perjudian dengan tujuan untuk melakukan fornulasi yang sesuai 

terhadap Hukum Pidana Islam. 

Tabel 2. 1  

Penelitian Terdahulu 

No Judul Persamaan Perbedaan 

1 Skripsi karya Nasori 

yang berjudul 

“perjudian dalam 

pandangan Hukum 

Pidana Islam dan 

KUHP (kajian 

terhadap putusan 

pengadilan negeri 

Jakarta selatan)” 

Membahas tentang 

perjudian dalam 

pandangan hukum postif 

dan Hukum Pidana Islam 

Penelitian terdahulu 

menggunakan metode 

penelitian kualitatif dengan 

pendekatan normatif doktriner 

Peneletian tersebut lebih 

terfokuskan dalam mengkaji 

tindak pidana perjudian 

perspektif hukum pidana positif 

dan Hukum Pidana Islam 

dengan mengkaji putusan 

pemgadilan negeri Jakarta 

selatan. 

Sedangkan penelitian ini 

terfokuskan untuk mengkaji 

ulang pasal 303 KUHP tentang 

perjudian dengan melakukan 

formulasi yang relevan dengan 

terhadap Hukum Pidana Islam. 

2 Skripsi yang ditulis 

oleh Reniati 

Sumanta yang 

berjudul “tinjauan 

hukum islam 

terhadap perjudian 

(kajian perbandingan 

qanun maisir di 

Membahas tentang 

tinjauan hukum islam 

terhadap perjudian 

Jenis penelitian yang 

diguanakan dalam penelitian 

terdahulu adalah kualitatif 

dengan pendekatan yuridis 

normatif serta menggunakan 

metode dedukatif sebagai 

pegangan utama dan metode 

induktif sebagai penunjang. 

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.iddigilib.uinkhas.ac.id



 

 

18 

acreh dan perjudian 

perda Bekasi)”. 

penelitian terdahulu 

terfokuskan untuk mengkaji 

perbandingan antara qanun 

aceh tentang perjudian dan 

perda Bekasi dengan 

menggunakan metrik untuk 

memaparkan perbedaan dan 

persamaan qanun aceh dan 

perda Bekasi. Sedangkan 

penelitian ini terfokuskan 

untuk mengkaji ulang pasal 

303 KUHP tentang perjudian 

dengan melakukan formulasi 

yang relevan dengan terhadap 

Hukum Pidana Islam. 

 

3 Skripsi ditulis oleh 

Eldy bisma yang 

berjudul “Perjudian 

yang dilakukan 

anak-anak di rental 

play station Kawasan 

X”. 

membahas tentang 

perjudian dalam 

perspektif Hukum 

Positif. 

Jenis penelitian terdahulu 

adalah deskriptif bersifat 

pemaparan yang bertujuan 

untuk memperoleh gambaran 

tentang keberadaan tempat 

yang digunakan untuk 

melakukan perjudian serta 

anak-anak atau komunitas yang 

berpartisapasi didalam tindak 

pidana perjudain tersebut, dan 

tipe penelitian terdahulu 

adalah,  pihal peneliti sudah 

memperoleh data awal tentang 

permasalahan yang akan 

diteliti. 

Penelitian terdahulu 

terfokuskan terhadap indikator 

yang dapat menjadil plot suatu 

perjudian yang banyak 

dilakukan dikalangan anak-anak 

khususnya, peneliti 

mendekripsikan mengenai 

mekanisme, pengaruh dan 

factor-faktor yang 

menyebabkan anak-anak 

Kawasan X melakukan 

perjudian di rental play station 

yang merupakan patologi sosial. 

Sedangkan penelitian ini 

terfokuskan untuk mengkaji 
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ulang pasal 303 KUHP tentang 

perjudian dengan melakukan 

formulasi yang relevan dengan 

terhadap Hukum Pidana Islam. 

4 Skripsi yang ditulis 

oleh Kurniawan adi 

sasono yang berjudul 

“Penegakan hukum 

pasal 303 bis KUHP 

tentang perjudian 

dalam perspektif 

hukum islam”. 

Membahas tentang 

penegakan pasal 303 

KUHP tentang perjudian. 

Jenis penelitian terdahulu yang 

digunakan dalam penelitian 

terdahulu adalah penelitian 

Pustaka (libray riseach) dan 

sifat dari penelitian ini adalah 

deskriptif yang bertujuan untuk 

mengungkap prosedur 

pemecahan masalah yang 

diselidiki dengan cara 

menggambarkan keadaan 

subyek atau obyek penelitian 

berdasrakan fakta-fakta yang 

ada. 

Penelitian terdahulu 

terfokuskan untuk 

menggambarkan bagaimana 

dampak dan hikmah 

diterapkannya pasal 303 bis 

tentang perjudian dalam 

perspektif hukum islam. 

5 Skripsi yang ditulis 

oleh Adnan musa 

asi’ari yang berjudul 

“pertanggung 

jawaban pidana para 

pihak terlibat dalam 

perjudian online”. 

Membahas tentang 

tindak pidana perjudian. 

Menggunakan metode 

penelitian normatif 

penelitian terdahhulu 

terfokuskan untuk mengkaji 

tentang pertanggung jawaban 

seorang pelaku perjudian serta 

pihak yang memeberikan 

tautan yang didalamnya 

mengandung perjudian secara 

pidana. 

penelitian terdahulu lebih 

terfokus pada pelaku tindak 

pidana perjudian itu sendiri. 

Sedangkan penelitian ini 

terfokuskan untuk mengkaji 

ulang pasal 303 KUHP tentang 

perjudian dengan melakukan 

formulasi yang relevan dengan 

terhadap Hukum Pidana Islam. 
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B. Kajian teori 

1. Tinjauan Tindak Pidana Perjudian Menurut Hukum Pidana Positif 

 Tindak pidana merupakan istilah dalam Bahasa Indonesia yang 

berasal dari Bahasa belanda “strafbaar feit”.22 Perkataan feit sendiri dalam 

Bahasa belanda brarti Sebagian dari suatu kenyataan dan strafbaar brarti 

dapat dihukum. Secara harfiah strafbaar feit adalah Sebagian dari suatu 

kenyataan yang dapat dihukum, oleh karena itu dapat kita ketahui 

sebenarnya yang dapat dihukum adalah manusia sebagai pribadi karena 

tindakannya melakukan perbuatan pidana serta dapat dibuktikan dengan 

peristiwa yang nyata dan bukti yang ada. Maka dapat dijatuhi hukuman. 

 Perjudian dalam kamus besar bahsa Indonesia adalah permainan 

yang menggunakan uang atau barang berharga untuk taruhan. Perjudian 

dalam Hukum Positif merupakan tindak pidana diatur dalam pasal 303 

KUHP dan 303 bis KUHP jo undang-undang no. 7 tahun 1974 tentang 

penertiban perjudian. Dalam pasal 303 KUHP ayat 1 tentang perjudian 

yakni “diancam dengan pidana paling lama sepuluh tahun atau denda paling 

banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin”.  

a. “Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk 

permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan 

sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu. 

 
 22 Suya into, Peingaintair Hukum Pidaina i, (Yogyaika irta i:DE IE IPUBLISH, 2018), 68 
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b. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada 

khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta 

dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk 

menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu 

tata-cara.   

c. Permainan Judi Sebagai Mata Pencaharian.”23 

  Mengenai tindak pidana diatas, terdapat unsur kata “tanpa izin”. 

Artinya jika adanya izin dari pejabat atau instansi yang berhak menberikan 

izin mebuka ruang bagi tindak pidana perjudian menjadi legal. Dengan 

dilegalkannya atau di izinkannya tindak perjudian akan terjadi problem 

besar bagi moral masyarakat terutama di sektor ekonomi. Dengan dalih, 

sebagai pembentuk undang-undang dimaksudkan untuk pejabat pemerintah 

tertentu dapat melakukan pengawasan secara langsung terhadap para 

pejudi.24 Secara subtansi adanya pasal 303 KUHP dan 303 bis KUHP jo 

Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian adalah 

melarang usaha perjudian tanpa izin dan tindakan perjudian sebagai mata 

pencaharian. 

2. Tinjauan Tindak Pidana Perjudian Dalam Hukum Pidana Islam 

 Hukum Pidana Islam merupakan istilah yang digunakan dalam 

Bahasa Indonesia yang berasal dari Bahasa arab yaitu fiqh jinayah. Fiqh 

jinayah terdiri dari dua kata yakni fiqh dan jinayah. Fiqh secara Bahasa 

 
 23  Undaing-Undaing Re ipublik Indoneisia i, Kita ib Unda ing-Undaing Hukum Pida inai, Nomor 1 

Ta ihun 2023, 146 

 24 Sa iid Munaiwa ir, Ke ibija ika in Pe ine igaik Hukum Pidaina i Teirha idaip Tindaik Pida inai Pe irjudia in, 

Pra inaita ihuk, Vol. 2, No. 1, 2019, 7-8. 
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berasal dari kata “faqiha-yafqahu-fiqhan”, yang artinya mengerti dan 

paham. Secara istilah fiqh merupakan himpunan hukum syara’ yang praktis 

diambil dari dalil-dalil secara terperinci. Jinayah secara Bahasa perbuatan 

yang buruk. Jinayah secara istilah menurut pendapat Abdul qodir audah 

adalah istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh syara’ baik terhadap jiwa, 

harta, dan akal. Jadi fiqh jinayah adalah segala ketentuan hukum terhadap 

tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang mukallaf 

dan sumber Hukum Pidana Islam (fiqh jinayah) adalah al-qur’am, hadistt, 

ijma’ dan qiyas.25 

 Hukum Pidana Islam terbagi menjadi tiga istilah yang digunakan 

dalam pengertian hukum pidana tersebut. Di antaranya sebagai berikut: 

a. Jarimah  

 Hukum Pidana Islam dalam Bahasa arab disebut dengan kata 

jarimah berasal dari kata, jarama-yajrimu-jarimatan, yang artinya 

“berbuat” dan “memotong”. Kata jarimah juga berasal dari kata, ajrama-

yajrimu yang berarti “melakukan sesuatu yang bertentangan dengan 

kebenaran, keadilan, dan menyimpang dari jalan yang lurus.”26 Secara 

terminologis, jarimah adalah larangan-larangan syara’ yang diancam 

oleh Allah dengan hukuman hudud dan ta’zir.27 Sedangkan dalam 

Hukum Positif inilah yang disebut tindakan pidana. 

 
 25 Fitri Waihyuni, Hukum Pidaina i Isla im, (Taingeiraing Seilaitain:PT Nusainta irai Peirsaidai, 2018), 

3 

 26 Aili Ge ino Be irutu, Fikih Jinaiya it (Hukum Pidaina i Isla im), (Jaiwa i Te ingaih:CV. Pe ina i 

Pe irsa ida i, 2020), 1 

 27 Nurrohmain, Hukum Pidainai Isla im, (Ba indung:Pusta ikai Ail-Ka isya if, 2007), 8 
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b. Jinayah  

 Secara etimologis, jinayah berasal dari kata jana-yajni-jinayatan, 

yang berarti berbuat dosa.28 Secara terminologis jinayah adalah 

perbuatan yang merugikan jiwa, harta benda, atau lainnya.29 Menurut 

Muchammad Ichsan dan M. Endrio Susila, fiqh al-jinayah digunakan 

secara teknis dalam hukum islam untuk mengatur persoalan yang 

berhubungan dengan tindak pidana (kejahatan). Menurut Suparma 

Usman, Hukum Pidana Islam yaitu aturan-aturan yang mengatur 

hubungan manusia antar sesamanya yang menyangkut tindak pidana 

atau kejahatan terhadap badan, jiwa, kehormatan, akal, harta benda, dan 

lainnya. 

c. Ma’shiyat                               

 Kata ma’shiyat dalam Hukum Pidana Islam mengandung makna 

melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh hukum, 

sehingga kata Ma’shiyat hanya mencakup perbuatan yang dilarang oleh 

hukum.30 

 Perjudian dalam Hukum Pidana Islam adalah permainan yang 

bersifat untung-untungan. Menurut Muhammad Ayub baik maisir atau 

qimar adalah permainan sifatnya untung-untungan (game of cance). Kata 

maisir merupakan istilah bahsa arab, konsep permainan judi disini adalah 

berharap untuk memperoleh sesuatu dengan sangat mudah tanpa kerja keras 

 
 28 Kha iirul Haimim, Fikih Jinaiya ih, (Maita ira im:Sa ina ibil, 2020), 3 

 29 Fua id Thohairi, Ha idis A ihkaim:Ka ijia in Ha idis-Haidis Hukum Pidaina i Isla im, 

(Yogyaika irtai:DE IE IPUBLISH, 2018), 8 

 30 Ma irdaini, Hukum Pidainai Isla im, (Ja ika irta i:Pe irnaida i Me idia i Group, 1 Fe ibruairi2019), 3 
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atau mendapatkan harta dengan tanpa bekerja. Secara terminologi Agama, 

judi merupakan tranksaksi yang dilakukan oleh dua belah pihak untuk 

mendapatkan suatu benda dengan menguntungkan satu belah pihak dan 

merugikan pihak lainya. Dapat dikategorikan sebagai perjudian jika 

mengandung tiga unsur sebagai berikut: 

a. Adanya permainan dari dua belah pihak atau lebih. 

b. Adanya harta sebagai taruhan dari dua belah pihak. 

c. Pihak yang menang akan mendapatkan harta yang dijadikan taruhan.31 

 Hukum perjudian dalam islam secara mutlak diharamkan 

berlandaskan firman Allah SWT surah Al-maidah ayat 90 yang artinya “hai 

orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, 

berkorban untuk berhala, mengadu nasib dengan panah, adalah perbuatan 

syaitan, maka jauhilah perbuatan itu agar kamu mendapat 

keberungtungan”. Ayat tersebut secara tegas menunjukkan tentang 

haramnya tindakan perjudian. Selain itu, dalam ayat tersebut berisikan judi 

itu rijs yang artinya busuk, kotor dan termasuk perbuatan syaitan, karena 

sangat berdampak buruk terhadap kehidupan, mulai dari aspek ekonomi, 

sosial, moral, dan juga sampai budaya. Bahkan akan menimbulkan 

permusuhan antar sesema manusia yang nantinya akan merusak kehidupan 

dalam berbangsa dan bernegara.  

 
 31 Dia ina i Izzai Da in Siti Fa itina ituz Za ihro, Trainksa iksi Te irla ira ing Da ila im E ikonomo Syairi’a ih, 

Jurnail Ke ia ida ibain, Vol 3, No. 2, 2021, 28 
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 Maka dapat dipahami, bahwasannya judi memberikan dampak 

negatif terhadap orang-orang yang melakukan perjudian tersebut. Adapun 

firman Allah SWT tentang dampak buruknya judi surat Al-maidah ayat 91, 

yang artinya: “Dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah 

bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian diantara kamu, dan 

menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanaka sholat, 

maka tidakkah kamu mau berhenti”. Karena judi merupakan perbuatan 

syaitan dan memang salah satu tugas syaitan untuk membisiki manusia agar 

dapat berpaling dari perintah Allah SWT dengan cara mengaburkan makna 

judi dan membungkusnya dengan nama yang indah dan cantik sehingga 

tampak seakan-akan perbuatan judi itu halal.32 Perjudian dalam Bahasa 

Arab disebut dengan al-maisir berasal dari kata yasara yang arti mudah atau 

gampang, yang arti mengharap keuntungan besar tanpa usaha. Al-maisir 

tersendiri merupakan kegiatan yang dilakukan oleh bangsa jahiliyah. 

Praktik perjudian (maisir) adalah pekerjaan yang mengandung unsur 

taruhan, mangadu nasib, dan bersifat untung-untungan. Dikutip di dalam 

buku strategi pemasaran asuransi Syariah oleh Abdullah Amrin, maisir 

adalah kegiatan yang ingin mencapai keuntungan besar tanpa adanya usaha 

untuk mencapai keuntungan besar tersebut.33 Mengutip dari penjelasan 

tafsir kementrian Agama RI tentang bahayanya perjudian sebagai berikut: 

 
 32 Re ipublikai, https://www.re ipublika i.co.id/beirita i/qc4hlm320/la indaisa in-da ilil-a iga ima i-

me ingaipa i-peirjudia in-dihairaimka in-isla im, Dia ikse is Pa ida i Ha iri Ka imis, Juni 20220, 20:30 WIB. 

 33 De itikhikmaih, https://www.de itik.com/hikmaih/khaiza ina ih/d-6426636/praiktik-maiisir-a ita iu-

judi-peingeirtia in-unsur-dailil-pe ila ira ingain-dain-contohnyai Dia ikse is Pa ida i Ha iri Minggu, 27 Nove imbeir 

2022, 07:30 Wib 

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.iddigilib.uinkhas.ac.id

https://www.republika.co.id/berita/qc4hlm320/landasan-dalil-agama-mengapa-perjudian-diharamkan-islam
https://www.republika.co.id/berita/qc4hlm320/landasan-dalil-agama-mengapa-perjudian-diharamkan-islam
https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-6426636/praktik-maisir-atau-judi-pengertian-unsur-dalil-pelarangan-dan-contohnya
https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-6426636/praktik-maisir-atau-judi-pengertian-unsur-dalil-pelarangan-dan-contohnya


 

 

26 

1) Memicu kemarahan, permusuhan hingga pembunuhan. Sering terjadi 

pekerjaan nekad yang dilakukan oleh para pemain judi apabila sedang 

mengalami kekalahan. Jika sudah sampai pada titik puncak frustasi 

seorang pejudi yang sedang mengalami kekalahan maka tidak ada rasa 

ragu untuk melakukan hal nekad seperti bunuh diri, merampok dan lain-

lain. Karena hal tersbut merupakan dampak negatif dari terjadinya 

perbuatan perjudian sehingga islam sangat mengharuskan untuk 

menjauhi perbuatan perjudian. 

2) Membuat seseorang malas untuk beribadah serta jenuh untuk mengingat 

Allah SWT. Pada akhirnya akan merusak etika, enggan untuk mencari 

rezeki dengan jalan yang benar, dan selalu mengharap untuk mendapat 

kemenangan. 

3) Menimbulkan kemiskinan. Banyaknya terjadi kekalahan yang dialami 

oleh para penjudi, menimbulkan rasa penasarandan selalu mengharap 

menang. Sehingga tak segan-segan untuk mempertaruhkan semua 

hartanya demi mencapai keinginannya tersebut. 

4) Rusaknya rumah tangga Dalam rangka memenuhi nafsunya untuk 

bermain judi, pemain judi akan mempertaruhkan harta yang dimiliki 

sehingga lupa akan kewajiban memenuhi kebutuhan istri dan anaknya, 

Bahkan, bagi para penjudi berat sampai tega menjadikan istri dan 

anaknya sebagai taruhan.34

 
 34Mui Digita il,  https://mui.or.id/hikmaih/35434/hikmaih-la irainga in-judi-daila im-isla im-

ke ita ihui-baihaiya i-dain-da impaiknya i/#, Diaikse is Pa ida i 31 Me ii 2022. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 Metode penelitian adalah suatu konsep untuk mengetahui suatu yang 

mempunyai langkah-langkah sistematis. Tujuaannya untuk memperkirakan, 

mengontrol dan menjelaskan gejala-gejala yang diamati untuk mendapatkan 

kebenaran yang diinginkan. Metode penelitian adalah suatu konsep atau cara untuk 

menentukan langkah-langkah dalam melakukan penelitian sehingga dapat 

memecahkan suatu problem yang akan diteliti dan yang menjadi kegelisahan ilmiah 

dan kegelisahan akademik. Oleh karena itu peneliti menggunkan metode penelitian 

sebagai berikut: 

A. Jenis Penelitian 

Istilah jenis penelitian hukum normatif berasal dari bahasa inggris, 

normatif legal reseach, dan Bahasa belanda yaitu normatif juridish onderzoek. 

Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal atau juga disebut 

penelitian hukum dogmatic dan disebut juga penelitian legistis yang disebut 

juga sebagai penelitian kepustakaan. Pnelitian hukum normatif (legal reseach) 

yang merupakan studi dokumen, yang menggunakan sumber bahan hukum 

berupa peraturan perundang-undangan, ketetapan pengadilan dan perjanjian. 

Metode hukum normatif dapat disebut penelitian hukum doctrinal karena dalam 

penelitian tersebut hanya ditujukan pada peraturan-peraturan yang tertulis atau 

bahan-bahan hukum lainnya, dan juga dapat disebut penelitian kepustakaan atau 

dokumen karena penelitian ini kebanyakan dari data yang ada di perpustakaan.35 

 
 35 Muhaiimin, Me itode i Peine ilitia in Hukum, (Maita ira im:Ma ita ira im Unive irsity Pre iss, 2020), 45 
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Peneliti menggunakan metode peneltian hukum normatif karena merupakan 

metode penelitian yang relevan dalam penelitian ini. Diketahui bahwa 

penelitian normatif salah satunya dengan mengkaji perundang-undangan yang 

menjadi fokus penelitian ini. 

B. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah pendekatan 

perbandingan (comparatif approach). Perbandingan hukum merupakan suatu 

metodologi untuk menganalisa struktur hukum dalam konteks studi kasus dari 

sistem hukum yang berbeda.36 Dalam penelitian ini akan dilakukan 

perbandingan antara Hukum Positif Indonesia dan Hukum Pidana Islam. 

Peneliti menggunakan pendekatan studi perbandingan antara Hukum 

Positif dengan Hukum Pidana Islam dikarenakan tidak sesuainya antara dua 

hukum tersebut. Yakni, dengan adanya legal terhadap seseorang yang 

memperoleh izin untuk melakukan tindak pidana perjudian secara aturan positif 

beda halnya, dengan hukum islam yang melarang secara tegas untuk melakukan 

tindakan perjudian tersebut. Sehingga dengan adanya celah tersebut seseorang 

dapat melakukan tindakan yang tidak dibenarkan oleh hukum islam. Tujuan 

menggunakan penelitian perbandingan ini agar dapat memberikan suatu 

formulasi yang sesuai diantara dua hukum tersebut. 

  

 
 36 Nita iria i AIngkaisa i Dkk, Me itode i Pe ineilitia in Hukum Seiba igaii Sua itu Peingainta ir, 

(La impung:Laiduny, 2019), 79 
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C. Bahan Hukum 

1. Bahan Hukum Primer 

 Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat memaksa 

dan menajadikan orang patuh akan aturan hukum tersebut, seperti halnya 

peraturan perundang-undangan. Perundangan-undangan yang akan dibahas 

peneliti adalah kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) pasal 303 dan 

303 bis tentang kesusilaan, undang-undang nomor 7 tahun 1974 tentang 

penertiban perjudian, serta ayat dan dalil yang yang terdapat dalam Al-

Qur’an dan Hadistt. 

2. Bahan Hukum Sekunder 

 Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang menerangkan 

tentang bahan hukum primer yang muncul dari hasil beberapa pandangan 

atau pikiran dari para ahli yang meneliti bidang secara khusus, dan sebagai 

penunjuk arah bagi peneliti. bahan hukum sekunder yang dipakai oleh 

peneliti berasalkan dari buku dan artikel yang berkaitan dengan peneletian 

ini, seperti halnya buku, skripsi, jurnal hukum dan lain sebagainya. 

3. Bahan hukum tersier 

 Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang dapat memberikan 

petunjuuk atau arahan dan pengertian dari hukum primer dan sekunder. 

Bahan hukum yang peneliti gunakan dalaam hal ini adalah bersumber dari 

KBBI, dan website dari internet. 
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D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan bahan hukum melalui studi 

dokumen atau literatur. Penelitian ini terfokuskan pada aturan Hukum Positif, 

doktrin, hasil penelitian ilmiah, maupun putusan pengadilan, yang pedomannya 

media tulisan. Studi dokumen adalah kegiatan yang melalui pengumpulan, 

pemeriksaan dan penelusuran terhadap dokumen maupun literatur yang bisa 

memberikan informasi yang butuh untuk digali. Tujuan dari studi dokumen ini 

sebagai metode untuk mendapatkan bahan-bahan hukum yang bersifat primer, 

skunder maupu tersier. 

E. Analisa Bahan Hukum 

Analisa bahan hukum yang digunakan peneliti dengan metode kualitatif 

yaitu melakukan interpretasi terhdadap bahan-bahan hukum yang telah 

dianalisa. Metode penafsiran digunakan agar dapat menafsirkan hukum 

mengenai bahan hukum primer yang melegalkan perbuatan kejahatan 

kesusilaan. Proses yang dilakukan untuk menganalisis penelitian ini yakni, 

dengan merumuskan ulang aturan hukum, baik dari data sosial ataupun dari 

Hukum Positif itu sendiri dan dianalisa serta dikaji lebih mendalam mengenai 

relevansi aturan Hukum Positif dan hukum islam hingga akhirnya akan 

memberikan titik cerah terhadap relavansi keduanya yang seharusnya satu 

poros. 
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BAB IV 

PEMBAHASAN 

A. Tinjauan Tentang Izin Perjudian Menurut Hukum Positif 

1. Pertimbangan Pelarangan Perjudian Dan Sanksinya.   

Tindak pidana perjudian yang saat ini terjadi di Indonesia menjadi 

problematika hukum, prosesi penegakan hukum sudah mulai menghadapi 

kendala dengan beriringnya perkembangan masyarakat yang melahirkan 

sedemikian rupa problematika hukum dengan gambaran kasus yang sangat 

sulit sehingga penegak hukum dituntut untuk bagaimana pun caranya 

mampu menyelaraskan antara norma hukum dengan norma masyarakat. 

Perjudian merupakan salah satu kasus yang saat ini banyak terjadi di 

masyarakat. Hal tersebut banyak mengakibatkan terjadinya jumlah kerugian 

yang sangat besar.37  

“Sedangkan menurut Prof. Van Bammelen dan Prof. Van Hattum 

dalam Jurist-Diction karya Renda Arangraeni yang berjudul Proses 

Pemeriksaan Perjudiaan Sebagai Tindak Pidana Kesusilaan, 

perjudian membuat asa loon naar arbeid atau asa mendapat 

penghasilan karena berkarya menjadi tidak dapat dilaksanakannya 

dengan sebaik-baiknya, karena dibangkitkannya harapan orang 

untuk cepat menjadi kaya tanpa bekerja. Pembangkitan harapan 

seperti itu adalah keliru dan demi kebaikan masyarakat, perbuatan 

seperti itu harus dihentikan.”38 

 

Adapun maksud dari pendapat dari dua tokoh tersebut adalah pelaku 

tindak pidana perjudian ini sangat mengharapkan akan keuntungan yang 

 
 37 Suge ing Tiyainto, Ke ibija ikain Pe ine igaika in Hukum Pidainai Da ila im Raingkai 

Pe inainggulaingain Peirjudia in (Te isis, Unive irsita is Diponogoro Se ima ira ing), 6 

 38 Re inda i AIra inggraie ini, Prose is Pe ime iriksa ia in Pe irjudiain Se iba igaii Tindaik Pida ina i Ke isusila ia in, 

Jurist-Diction, Vol. 2 No. 5, Se ipte imbeir 2019, 1808 
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besar melalui cara mengadu nasib dengan melakukan perjudian tersebut, 

sehingga akibat dari perilaku tersebut menyebabkan adanya kerugian, salah 

satu dampak dari kerugian tersebut adalah uang akan cepat habis, harta 

benda di jual secara langsung dan secara pasti aset-aset yang mereka miliki 

akan di jual pula atau di gadaikan untuk mencapai titik harapan akan 

mendapatkan keuntungan yang besar dari prilaku perjudian dan jika sudah 

sudah terjadi maka dipastikan tingkat kemiskinan serta pengangguran akan 

meningkat di masyarakat. 

Pada hakikatnya perjudian merupakan permainan yang di dasari 

adanya taruhan disertai beberapa orang atau sebuah kelompok untuk 

melangsungkan permainan dengan adanya sejumlah aturan serta jumlah 

taruhan dan dipastikan diantara beberapa pemain hanya satu orang akan 

menjadi pemenang, sehingga secara langsung pemain yang kalah akan 

menyerahkan taruhannya kepada pemenang tersebut.39 Jadi, segala bentuk 

perilaku perjudian memiliki efek samping yang banyak merugikan bagi 

pejudi, namun anehnya para pejudi tidak menyadari akan hal itu bahkan 

sangat sulit untuk meninggalkan perilaku perjudian bagi mereka yang sudah 

tercandu dengan perilaku perjudian tersebut. 

Mengenai penjalasan tentang perjudian di atas, maka terdapat 3 

unsur yang harus terpenuhi sehingga dapat dikatakan sebuah perbuatan 

perjudian. Adapun tiga unsur tersebut sebagai berikut: 

 
 39 Rio Pa imbudi, AIulia i Rosa i Na isution Dain Mua izzul, Tindaik Pida inai Pe irjudia in Da ila im 

Tinja iua in Hukum Pidaina i (Studi Ka isus Putusa in Nomor 491/Pin.B/PN Mdn Ta ihun 2017), 

JUNCTO:Jurna il Ilmia ih Hukum, 2020, 110 
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a. Permainan/Perlombaan 

Permainan /perlombaan ini merupakan sebuah bentuk perbuatan 

yang dilakukan untuk mengisi waktu senggang atau waktu kosong guna 

unruk menghibur diri, yang pada dasarnya hanya bersifat reakreatif, 

akan tetapi tidak selalu para pelaku terlibat dalam permainan tersebut, 

bisa jadi mereka sebagai penonton akan ikut bertaruh terhadap jalannya 

permainan tersebut. 

b. Untung-untungan 

Dalam unsur ini merupakan harapan para pemain untuk 

memenangkan permainan/perlombaan tersebut, namun harapan tersebut 

guna untuk memenangkan permainan/perlombaan yang sifatnya 

spekulatif/kebetulan atau untung-untungan. Akan tetapi skil dan 

kemampuan yang sudah terlatih karena sudah menjadi kebiasaan 

merupakan salah satu faktor untuk dapat memenangkan permainan 

tersebut. 

c. Taruhan 

Permaianan/perlombaan ini terdapat taruhan yang dipasang oleh 

para pemain serta bandar, taruhan tersebut bisa berupa uang bahkan 

harta benda berharga lainnya, bahkan sampai istri pu bahan taruhan 

untuk dapat ikut melangsungkan permainan tersebut. maka dengan 

adanya taruhan tersebut aka nada pihak yang diungkan dan pihak yang 

dirugikan. Unsur ini merupakan virus dan daya tarik untuk para pemain 

memiliki efek candu untuk terus ikut bermain, dan unsur ini pula 
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menjadi unsur utama sehingga permainan/perlombaan tersebut dapat 

dikatakan sebuah perjudian.40 

Perjudian merupakan perbuatan yang dilarang oleh agama dan 

secara tegas dilarang oleh Hukum Positif dalam Kitab Undang-Undang 

Hukum Pindana (KUHP). Ketentuan dalam  pelarangan tindak 

perjudian ini dapat dilihat dalam pasal 303 dan 303 bis, Undang-Undang 

RI No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

pasal 426 tentang perjudian jo UU no. 7 tahun 1974 tentang penertiban 

perjudian. Hal tersebut dilakukan oleh pemerintah dalam rangka untuk 

meminimalisir terjadinya tindak pidana perjudian yang saat ini menjadi 

salah satu patologi sosial. 

Adapun ketentuan dalam pengaturan tindak pidana perjudian 

terdapat pada KUHP tertera pada pasal 303 dan 303 bis, ketentuan 

tersebut di jelaskan sebagai berikut: 

Pasal 303 

(1) “Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun 

penjara atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta 

rupiah, barang siapa tanpa mendapatkan izin. 

1. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan 

untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, 

atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan 

untuk itu. 

2. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan 

kepada khalayak umum untuk bermain judi atau denga 

sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak 

peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya 

sesuatu syarat atau dipenuhi sesuatu tata cara. 

 
 40 Ge ira ildy Wa ineiy, Ka ijia in Hukum Te irhaida ip Tindaik Pidaina i Pe irjudiain (Pe ine iraipa in Pa isa il 

303, 303 Bis Kuhp), Leix Crime in Vol. V/No. 3/Mair/2016, 33 
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3. menjadikan turut serta pada permainan judi seperti 

pencarian. 

(2) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam 

menjalankan pencariannya, maka dapat dicabut haknya untuk 

menjalankan pencarian itu. 

(3) Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, 

dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung 

bergantung pada peruntungan belaka, juga permainan lebih 

terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertaruhan 

tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya 

yang tidak diadakan mereka yang turut berlomba atau bermain, 

demikian juga segala pertaruhan lainnya.”41 

 

Pada rumusan yang terdapat dalam pasal 303 ayat (1) memuat lima 

kejahatan perjudian yang terkandung dalam tiga poin yang terdapat di 

dalamnya, yaitu: 

a. Pada angka 1 memuat dua kejahatan dalam perjudian yaitu menawarkan 

dan memberikan kesempatan sebagai bentuk perbuatan dan objeknya 

adalah kegiatan untuk bermainan judi sebagai mata pencaharian. 

Contohnya: ketika ada sebuah acara sepertinya orkes atau acara hiburan 

di tengah masyarakat, pada kesempatan tersebut akhirnya terjadi seuah 

kegiatanm permainan judi dadu/remi yang diselenggarakan di tengah-

tengah acara dan pemilik tempat perjudian memberikan kesempatan 

bahkan menawarkan secara langsung kepada orang-orang sehingga 

menyebabkan orang-orang tersebut ikut bermain judi. 

b. Pada angka 2 memuat satu kejahatan dalam perjudian yaitu menawarkan 

dan memberikan kesempatan untuk bermain judi, kejahatan disini sama 

dengan kejahatan yang terdapat pada angka 1, namun yang menjadi 

 
  41 Kita ib Undaing-Undaing Hukum Pida inai Pa isa il 303 
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objeknya adalah khalayak umum. Contohnya: ketika sebuah desa 

mengadakan acara hiburan dengan menghadirkan seorang penyanyi 

atau orkesan dan dapat dihadiri oleh semua kalangan dalam artian 

terbuka untuk umum, sehingga dalam kesempatan tersebut ketika acara 

berlangsung seorang bandar langsung menjalankan misinya yaitu 

memberikan kesempatan atau secara langsung menawarkan kepada 

orang-orang untuk bermain judi di khalayak umum. 

c. Pada angka 3 memuat Satu kejahatan dalam perjudian yaitu menjadikan 

ikut serta seseorang sebagai bentuk perbuatan dan objeknya adalah 

permainan judi tersebut. Pada kejahatan ini yang menjadi penyebab ikut 

sertanya seseorang dalam bermain judi adalah merupakan sebuah 

bentuk kebersamaannya dengan seorang pemain judi, dan bukan 

merupakan suatu keterlibatan seorang bandar atau seorang yang 

memiliki tempat dari perjudian tersebut.42 

Pasal 303 bis 

(1) “Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau 

pidana denda paling banyak sepuluh juta rupiah 

1. Barang siapa menggunakan kesempatan main judi, yang 

diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303 

2. Barang siapa ikut serta main judi di pinggir jalan umum atau 

di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalua ada 

izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin 

untuk mengadakan perjudian. 

(2) Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat dari dua tahun 

sejak ada pemidanaan yang menjadi tetap karena salah satu 

pelanggaran ini, dapat dikenakan pidana penjara paling lama 

 
 42 AIndikai Kuma ila i Yusri Ta inrai, Tinja iua in Yuridis Te irhaida ip Tindaik Pida ina i Pe irjudiain 

(Studi Ka isus Putusa in Nomor 76/Pid.B/2013/Pn.Paingkaije ine i), (Skripsi, Univeirsita is Ha isnuddin 

Ma ika issa ir), 22 
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enam tahun atau pidana denda paling banyak lima belas juta 

rupiah.”43 

 

Penjelasan yang telah terpaparkan dari dua pasal di atas merupakan 

ketentuan tentang pelarangan dan sanksi perjudian yang tertuang langsung 

dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam ketentuan 

tersebut dijelaskan pada pasal 303 ayat (1) bahwa “sanksi atau hukum 

pidananya paling lama sepuluh tahun penjara atau denda paling banyak dua 

puluh lima juta rupiah, Ketentuan yang terdapat pada pasal 303 KUHP 

merupakan pelarangan terhadap perjudian yang digunakan untuk menjerat 

pemilik atau bandar perjudian tersebut, bahkan dalam ketentuan dalam pasal 

303 ayat (1) angka 3 seorang pemain dan tidak ada keterlibatan dengan 

bandar yang secara langsung memberikan kesempatan atau secara langsung 

menawarkan kepada orang lain sehingga menjadikan orang tersebut ikut 

serta dalam permainan judi tersebut maka akan dikenai hukuman yang sama 

dengan bandar atau pemilik tempat perjudian tersebut”. 

Larangan yang terdapat dalam Pasal 303 bis KUHP adalah larangan 

dan ancaman pidana yang semata-mata ditujukan kepada mereka yang turut 

serta dalam permainan judi atau berjudi itu sendiri. Dalam penjelasan yang 

tertera pada pasal 303 bis ayat (1), sanksi atau ancaman bagi pemain judi 

atau mereka yang turut serta dalam permainan akan dikenakan pidana 

penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sepuluh 

juta rupiah, namun berbeda halnya dengan ketentuan pasal 303 bis ayat (2), 

 
 43 Kita ib Undaing-Undaing Hukum Pida inai (KUHP) Pa isa il 303 bis 
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yaitu jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat dua tahun sejak 

adanya pemidanaan yang menjadi tetap karena salah satu dari pelanggaran 

itu, dapat dijatuhkan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana 

denda paling banyak lima belas juta rupiah. Sebagai akibatnya, hukuman 

awal empat tahun penjara atau denda maksimum sepuluh juta rupiah 

dikurangi menjadi hukuman maksimum enam tahun penjara atau denda 

maksimum lima belas juta rupiah jika orang tersebut melakukan 

pelanggaran yang sama lagi dalam jangka waktu kurang dari dua tahun. 

Namun demikian, ada beberapa perbedaan dari kedua pasal yang 

baru saja disebutkan, yang secara umum menyangkut larangan dan ancaman 

hukuman yang dijatuhkan kepada mereka yang melanggar pasal-pasal 

tersebut. Perbedaan yang dimaksud terletak pada sanksi yang dijatuhkan 

kepada subjek yang melanggar aturan tersebut, pasal 303 bis secara eksplisit 

memberikan sanksi yang lebih kepada satu subjek hukum saja yaitu kepada 

pemain judi saja, namun untuk pasal 303 sanksi yang dijatuhkan lebih 

menyeluruh baik kepada bandar maupun pemain yang dalam hal ini 

menawarkan kepada orang lain untuk turut serta bermain judi tanpa 

keterlibatan bandar. 

Selain itu, ada ketentuan yang menjadi pertimbangan dalam pasal 

303 bis. Ketentuan tersebut terdapat pada ayat (2) yang menurut penulis 

merupakan bagian dari pasal yang memberatkan. Penulis menyatakan 

bahwa sanksi yang akan diterapkan bagi pelaku yang mengulangi perbuatan 

yang sama dalam kurun waktu kurang lebih dua tahun akan dinaikkan dari 
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yang semula hukumannya empat tahun penjara atau denda paling banyak 

sepuluh juta rupiah menjadi hukuman paling lama enam tahun penjara atau 

denda paling banyak lima belas juta rupiah dengan pidana denda paling 

banyak lima belas juta rupiah. 

2. Pentingnya pemberian izin judi 

Pada umumnya kita ketahui bersama bahwasannya Indonesia 

merupakan negara hukum, dalam hal ini dapat dilihat pada perubahan ketiga 

tahun 2001 terhadap UUD Negara Republik Indonesia pada tahun 1945, 

aturan mengenai Negara Indonesia adalah negara hukum tertuan pada pasal 

1 ayat (3), yang berbunyi: Negara Indonesia adalah negara hukum.  Jadi, 

dianggap patut dan mejadi sebuah keharusan bagi setiap masyarakat 

Indonesia untuk mematuhi dan menjadikan acuan atau pijakan semua 

aturan-aturan yang telah ada disetiap aktivitas, sehingga mampu melahirkan 

kehidupan yang aman, tertib, dan sejahtera. 

Berdasarkan penjelasan yang terdapat dalam point pertama sudah 

dijalaskan mengenai pelarangan dan sanksi dalam tindak pidan perjudian 

yang secara langsung diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

(KUHP) yang terdapat pada pasal 303 dan 303 bis KUHP sebagai berikut. 

Pasal 303 

(1) “Diancam denga pidana penjara paling lama sepuluh tahun penjara 

atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang 

siapa tanpa izin: 

1. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan 

untuk permainan judi dan dijadikannya sebagai mata 

perncaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatau 

perusahaan untuk itu; 
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2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan pada 

khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut 

serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah 

untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau 

dipenuhinya suatu tata-cara; 

3. Menjadikan ikut serta pada permainan judi sebagai mata 

pencaharian.”44 

 

Pasal 303 KUHP menguraikan larangan dan hukuman bagi mereka 

yang melakukan tindak pidana perjudian, namun pada point ini berfokus 

pada pengecualian yang disebutkan dalam pasal tersebut. Pasal 303 ayat (1) 

menetapkan bahwa kepemilikan produk siap pakai secara tidak sah diancam 

dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling 

banyak dua puluh lima juta rupiah. Pengecualian tersebut berkaitan dengan 

pencantuman istilah “tanpa izin” dalam aturan yang mengatur larangan 

perjudian. 

Ketentuan dalam Pasal 303 ayat (1) menunjukkan bahwa kegiatan 

perjudian dapat dianggap legal, dan orang-orang yang diklasifikasikan 

sebagai bandar judi atau mereka yang secara tidak langsung terlibat dalam 

permainan perjudian dikecualikan dari hukuman atau sanksi sebagaimana 

diuraikan dalam Pasal 303 atau Pasal 303 bis KUHP. Namun individu yang 

terlibat langsung dalam kegiatan perjudian tanpa izin yang diperlukan dapat 

menghadapi hukuman pidana sebagaimana ditentukan dalam pasal-pasal 

tersebut di atas.45 

 
 44 Kita ib Undaing-Undaing Hukum Pida inai Pa isa il 303 

 45 Te issa ini Justishine i Ta irorei, Pe ine irtibain Pe irjudia in Meinurut Hukum Pidainai Indoneisia i, Le ix 

E It Socieita itis, Vol. IV/No. 2/Fe ib/2016, 6 
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Adanya unsur kata tanpa izin disini menjadi acuan bagi para pemain 

judi yang memang memiliki minat dan rasa candu yang sangat amat tinggi 

untuk bermain judi, karena dengan adanya unsur kata tanpa izin 

memberikan peluang untuk dapat leluasa bermain judi, bahkan para 

pernjudi dapat beranggapan bahwasannya segala bentuk perjudian tidaklah 

dilarang,  sehingga dari kalangan para penjudi merasa aman-aman saja dan 

tidak memiliki ke khawatiran akan jeratan hukum yang sudah diatur dalam 

pasal 303 dan 303 bis KUHP tentang perjudian, dan juga rasa takut atau rasa 

khawatir sudah tertutupi dengan nafsu dan keinginan untuk mendapatkan 

keuntungan besar dari hasil taruhan yang sudah disepakati dalam perjudian 

tersebut. 

Sedangkan konsekuensinya jika sebuah permainan judi ada izin, 

maka secara tidak langsung ketentuan yang terdapat dalam pasal 303 dan 

303 bis KUHP serta Undang-Undang no 7 tahun 1974 tentang penertiban 

perjudian tidak dapat digunakan untuk menjadi dasar pelarangan serta 

pemberian sanksi terhadap para pemain judi dan tidak dapat dituntut sesuai 

dengan pasal pelarangan dan penertiban perjudian,  bahkan perbuatan 

tersebut tidak bisa dikatakan sebuah tindakan pidana perjudian dengan 

adanya izin perjudian, begitupun tempat yang digunakan untuk 

melaksanakan permainan judi tersebut.46 

 
 46 Christy Prisilia i Consta insia i Tuwo, Pe ine iraipa in Pa isa il 303 Kita ib Undaing-Undaing Hukum 

Pida ina i Te intaing Pe irjudiain, Le ix Crime in Vol. V/No.1/Ja in/2016, 117 
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 Adanya istilah “tanpa izin” dalam konteks pelanggaran perjudian 

menimbulkan ambiguitas dan mendorong pertanyaan tentang siapa yang 

memiliki hak dan kemampuan untuk mengeluarkan izin perjudian. Jika hal 

ini berkaitan dengan usaha, yang disebut sebagai perusahaan, izin harus 

diperoleh dari entitas yang berwenang untuk mengeluarkan izin usaha. 

Entitas yang disebutkan di atas adalah pemerintah, yang memiliki 

kemampuan untuk mengeluarkan izin usaha perjudian. 

Meskipun lembaga kepolisian adalah komponen penegak hukum, 

mereka tidak memiliki wewenang untuk mengeluarkan izin perjudian. Akan 

tetapi polisi memiliki wewenang untuk mengeluarkan izin yang hanya 

berkaitan dengan kerumunan orang, seperti yang diartikulasikan dalam 

Pasal 510 ayat (1) KUHP: 

Pasal 510 

(1) “bahwasannya dihukum dengan hukuman denda paling banyak 

Rp 375,000 barang siapa tanpa mendapatkan izin dari kepala 

kepolisian setempat atau dari pegawai negeri yang ditunjuknya 

untuk itu: 

1. Mengadakan pesta atau keramian umum 

2. Mengadakan arak-arak di jalanan umum.”47 

Penjelasan yang terdapat dalam pasal 510 KUHP merupakan 

ketentuan yang berkenaan dengan hak dan wewenang pihak kepolisian 

dalam memberikan izin keramaian. Adapun hal yang berkaitan dengan 

sebuah izin usaha perusahaan sebagai mata pencaharian tidak ada 

keterkaitan dan bukan merupakan ranah dari instansi kepolisian untuk 

memberikan izin usaha, hanya saja pihak kepolisian memiliki wewenang 

 
 47 Kita ib Undaing-undaing hukum pidaina i (KUHP) pa isa il 510  
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untuk meberikan izin keramaian saja jika sudah mendapatkan izin usaha 

perjudian dari pihak pemerintah baik pusat maupun pemerintah daerah yang 

wewenang dalam hal tersebut. 

Ketentuan lain yang mencakup tugas kepolisian dijelaskan dalam 

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik 

Indonesia pasal 15 ayat (1) huruf c dijelaskan sebagai salah satu tugas dan 

wewenang kepolisian adalah mencegah dan menangulangi tumbuhnya 

penyakit masyarakat.48 Ketentuan dari pasal ini terdapat penjelasan pasal 

terhadap pasal tersebut, yaitu dijelaskan bahwasannya yang dimaksud 

dengan penyakit masyarakat atau sering disebut patologi sosial antara lain 

sebagai berikut: 

a. Pengemisan dan pergelandangan. 

b. Pelacuran. 

c. Perdagangan manusia. 

d. Pemabukan. 

e. Perjudian. 

f. Penyalahgunaan obat dan narkotika. 

g. Penghisapan/praktik lintah darat. 

h. Pungutan liar. 

Adapun yang menjadi latar belakang dari adanya ketentuan-

ketentuan tersebut karena begitu maraknya fenomena tindak pidana 

 
 48 Te issa ini Justishine i Ta irorei, Pe ine irtibain Pe irjudia in Meinurut Hukum Pidainai Indoneisia i, Le ix 

E It Socieita itis, Vol. IV/No. 2/Fe ib/2016, 10 
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perjudian, sehingga sangat dianggap perlu dan penting untuk adanya 

ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang tindak pidana perjudian. 

Karena jika tidak terdapat sebuah aturan yang mengatur tentang perjudian 

tersebut, maka tindakannya tidak dapat dianggap sebagai tindakan pidana. 

Hal ini tertuang dalam asas legalitas pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi 

“tiada suatu perbuatan yang boleh dihukum, melainkan atas kekuatan 

ketentuan pidana dalam Undang-Undang yang ada terlebih dahulu dari 

perbuatan tersebut”.49 

Selanjutnya merupakan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh 

pemerintah baik dari “Undang-Undang, Peraturan Pemerintah (PP), dan 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Berikut adalah ketentuan 

dari Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian yaitu 

setiap tindak pidana perjudian adalah merupakan kejahatan. Ketentuan 

dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1981 tentang pelaksanaan 

penertiban perjudian yaitu dijelaskan dalam pasal 1 ayat (1) segala bentuk 

izin perjudian dilarang dan ayat (2) izin penyelenggaran perjudian dicabut. 

Selanjutnya dalam Kitab Undang-Undang hukum Pidana (KUHP) pasal 303 

dan 303 bis dijelaskan pada ayat (1) Diancam dengan pidana penjara paling 

lama sepuluh tahun penjara atau pidana denda paling banyak dua puluh lima 

juta rupiah, barang siapa tanpa mendapatkan izin”. 

 
 49 Muhaimma id AIe inur Raiosyid, Buku AIja ir Hukum Pidaina i, Fa ikulta is Sya iria i’a ih Institut 

AIga ima i Isla im Ne igeiri Je imbe ir, 2020, 13 
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Melihat dari rumusan ketentuan-ketentuan di atas sudah peraturan 

pemerintah sudah gugur dengan sendirinya sesuai Asas Lex Superior 

Derogate Legi Inferiori yang mana pada intinya, bahwa Peraturan 

Perundang-Undangan yang kedudukannyaa lebih rendah tidak boleh 

bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dalam hierarki Perundang-

Undangan. Maka dapat ditarik kesimpulan tujuan dengan adanya unsur 

“Tanpa Izin” tersebut sebagai bentuk strategi pemerintah untuk 

menanggulangi tindak pidana perjudian dan juga agar supaya pemerintah 

dapat mengatahui secara detail perkembangan tindak pidana perjudian yang 

menjadi fenomena hangat dalam kehidupan masyarakat. 

3. Pihak-Pihak Yang Diberi Izin Perjudian 

Perjudian pada dasarnya adalah permainan yang melibatkan 

sekelompok peserta, dimana setiap pemain memasang taruhan. Pada 

akhirnya, satu pemain muncul sebagai pemenang, mengklaim semua 

taruhan, sementara pemain yang kalah akan kehilangan taruhan mereka 

kepada pemenang, sesuai dengan jumlah taruhan yang telah ditentukan. 

Jika metode optimal untuk memaksimalkan potensi properti Anda, 

Anda berada di lokasi yang tepat. Namun, adalah paradoks bahwa para 

penjudi merasa sangat sulit untuk menghentikan atau meninggalkan 

perilaku mereka begitu mereka terlibat di dalamnya.50 Harus diakui bahwa 

permainan judi memiliki daya pikat yang signifikan, membuat para pemain 

 
 50 Rio Pa imbudi, AIulia i Rosa i Na isution, Dain Muaizzul, Tindaik Pida inai Pe irjudia in Da ila im 

Tinja iua in Hukum Pidaina i (Studi Ka isus Putusa in Nomor 491/Pid.B/PN Mdn 2017), JUNCTO:Jurnail 

Ilmia ih Hukum, 112 
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tidak dapat melepaskan diri dari aktivitas tersebut, meskipun mereka 

menyadari dampak buruknya yang cukup besar. 

Peraturan tindak pidana terkait perjudian terutama diatur dalam UU 

No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. Peraturan Pemerintah (PP) 

No. 9 tahun 1981 tentang pengaturan kegiatan perjudian. Pasal 303 dan 303 

bis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah sebagai berikut: 

Pasal 303 

(1) “Diancam denga pidana penjara paling lama sepuluh tahun 

penjara atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta 

rupiah, barang siapa tanpa izin.  

1. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan 

untuk permainan judi dan dijadikannya sebagai mata 

perncaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatau 

perusahaan untuk itu; 

2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan 

pada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan 

sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak 

peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya 

sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata-cara; 

3. Menjadikan ikut serta pada permainan judi sebagai mata 

pencaharian.”51 

 

Ketentuan yang sudah terpaparkan di atas adalah merupakan aturan 

tentang tindak pidana perjudian, dijelaskan dalam aturan tersebut yang 

didalamnya berisi pijakan ataupun acuan dalam perilaku perjudian yang 

secara langsung megklaim bahwasannya sebuah perjudian merupakan 

tindak pidana dan dianggap sebuah kejahatan, akan tetapi dalam 

ketentuannya mengandung unsur “Tanpa Izin”. Secara akal sehat dengan 

adanya unsur tersebut menganggap adanya peluang baik untuk perorangan 

 
 51 Kita ib Undaing-Undaing Hukum Pida inai Pa isa il 303 
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atau badan usaha untuk menyelenggarakan sebuah usaha perjudian yang 

sudah legal atau sudah mendapatkan izin. 

Berbicara tentang keberadaan ketentuan-ketentuan tindak pidana 

perjudian yang diakhir kata memberikan peluang untuk bisa atau 

memungkinkan bermian judi secara aman sehingga tidak perlu takut akan 

jeratan dan sanksi hukum, namun dengan adanya peluang ini tentunya dari 

beberapa pihak untuk dapat menyelenggarakan permaian judi, karena 

mengingat sebuah perjudian memiliki gaya tarik dan rasa candu yang sangat 

amat kuat sehingga seseorang yang sudah mencoba pasti akan balik untuk 

mencobanya kembali. Jadi dengan hal tersebut bisa dikatan perjudian adalah 

hal strategis untuk dijadikan usaha. 

Berdasarkan penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan dengan 

adanya kelonggaran aturan dengan mengandung unsur tanpa izin dan 

bersifat global maka akan ada pihak-pihak yang mendapatkan izin untuk 

perjudian. Karena unsur tanpa izin bersifat global maka pihak-pihak yang 

mendapatkan izin terbagi sebagai berikut: 

a. Perorangan 

b. Badan Usaha (Perusahaan) 

Pelaksanaan perjudian sesuai dengan pasal 303 ayat (1) diancam 

pidana penjara paling lama sepuluh tahun penjara atau pidana denda paling 

banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa izin. Artinya jika 

seseorang sudah mendapatkan izin baik dari pemerintahan pusat atau 

pemerintah daerah untuk melaksanakan usaha perjudian tersebut. sesuai 
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.iddigilib.uinkhas.ac.id



 

 

48 

dengan penjelasan di atas karena unsur tanpa izin bersifat global maka pihak 

perorangan pun dapat melaksanakan usaha perjudian yang mungkin bisa 

mendapatkan izin dari pemerintahan yang berwenang, sehingga tindak 

dapat dihukum sesuai dengan pasal tersebut. 

Selanjutnya dari pihak yang berbentuk badan usaha atau perusahaan, 

sebuah badan usaha dapat pula melaksanakan usaha perjudian dalam hal ini 

usaha perjudian yang dilaksanakan oleh sebuah badan usaha tidak bisa 

dianggap sebuah tindakan pidana jika sudah mendapatkan izin oleh pihak 

yang berwenang, meskipun tindakan perjudian dilaksanakan dipinggir jalan 

yang bersifat khalayak umum, hanya saja membutuhkan izin dari pihak 

kepolisian untuk keramaiannya saja. Adapun ruang lingkup dari badan 

usaha ini sangatlah luas seperti: 

a. Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) 

b.  Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) 

c. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) 

d. Badan Usaha Miliki Keluarga (BUMK) 

 Segala kegiatan yang berkaitan dengan sebuah usaha diatas dapat 

menjadi pihak-pihak yang mendapatkan izin dalam menyelenggarakan 

usaha yang dimana didalam usaha tersebut mengandung suatu hiburan, 

karena kegiatan yang berbentuak usaha merupakan entitas hukum. Akan 

tetapi mengenai sayarat-syarat dalam mendirikan izin usaha perjudian tidak 

ada atau tidak tersedia, karena pada sejatinya perjudian merupakan 
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perbuatan yang melanggar hukum dan dianggap sebagai tindakan pidana 

secara hukum positif. 

 Badan usaha dikatan sebagai entitas hukum sebab atas dasar setiap 

sebuah usaha pasti memerlukan izin untuk melaksanakannya. Maka baik 

dari perorangan maupun secara berklompok dalam artian melakukan kerja 

sama dengan pihak lain dapat meyelenggarakan usaha apapun asalkan 

mendapat izin dari pihak yang berwenang. 

B. Tinjauan Tentang Izin Perjudian Menurut Hukum Pidana Islam 

1. Pentingnya Pelarangan Perjudian Secara Mutlak 

Pada zaman modern ini sering kita jumpai suatu permainan yang 

menjanjikan barbagai macam keuntungan. Permainan tersebut dapat 

dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung, seseorang melakukan 

permaian tersebut dengan berbagai dalih yakni denga mengatakan 

permainan tersebut merupakan sebuah hiburan semata. Akan tetapi pada 

kenyataannya permainan yang sering dilakukan dicampuri dengan 

perjudian artinya permainan tersebut dilakukan dengan adanya taruhan 

antara pemainnya.  

Fenomena di atas jika sudah terjadi maka akan mengakibatkan 

adanya pihak yang diuntungkan dan pihak yang dirugikan bahkan bisa pula 

mengakibatkan pihak yang menang akan terlena dengan keuntungannya 

dengan diraihnya tanpa melalui kerja keras dan jerih payahnya, sedangkan 

untuk pihak yang dirugikan akan merasa kecewa, putus asa, bahkan bisa jadi 

menaruh dendam terhadap pihak yang telah memenangkan permainan 
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tersebut dan mendapatkan keuntungan dari hasil taruhan antara sesama 

pemain. 

berdasarakan penjelasan menganai permainan yang didalam 

permainan tersebut megandung unsur taruhan antara pemainnya maka itu 

disebut sebagai perjudian. Judi atau Al-maisir (bahasa arab) diartikan 

sebagai bentuk permainan dengan memakai uang sebagai taruhannya bisa 

jadi mempertaruhkan sejumlah uang atau hartanya dalam melakukan 

permainan tersebut dan nantinya akan timbul sebuah unsur kebetulan untuk 

memenangkan perjudian tersebut dengan tujuan untuk mendapatkan 

sejumlah taruhan beupa uang atau sejumlah harta lainnya yang sudah 

disepakati diawal permainan. 

Penyebutan kata tentang Al-Maisir dalam Al-Qur’an, disebutkan 

sebanyak 3 kali yaitu dalam QS. Al-Baqarah ayat 219, dan QS. Al-Maidah 

ayat 91-92: 

a. QS. Al-Baqarah ayat 219 

مَآ اِثٌْْ كَبِيٌْْ  َّفْعِهِمَاِۗ  سْـَٔلوُْنكََ عَنِ الخَْمْرِ وَالمَْيسِِِْۗ قلُْ فِيِْْ مَناَفِعُ للِنَّاسِِۖ وَاِثْمُهُمَآ اكَْبََُ مِنْ ن وَّ

يٰتِ لعََلَّكُُْ تتََفَكَّرُوْ  ُ لكَُُُ الْْٰ ُ الِلّٰ   نَ  وَيسَْـَٔلوُْنكََ مَاذَا ينُْفِقُوْنَ ەِۗ قلُِ العَْفْوَِۗ كَذٰلَِِ يبَُيِِّ
Artinya: “mereka menanyakan kepada mu (Muhammad) tentang khamr 

dan judi. Katakanlah, pada keduanya terdapat dosa besar dan 

beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosanya lebih besar 

dari pada manfaatnya. Dan mereka menanyakan kepadamu 

tentang apa yang harus mereka infakkan. Demikianlah Allah 

menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu 

memikirkan.”52 

 

 

 

 
 52 Kementrian AIga ima i RI, AIl-Qur’ain Da in Teirje ima ih, Surait AIl-Ba iqa ira ih AIya it 219 
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b. QS. Al-Maidah ayat 90 

يْطٰ  نْ عَََل الش َّ َّمَا الخَْمْرُ وَالمَْيسُِْ وَالَْْنصَْابُ وَالَْْزْلَْمُ رِجْسٌ مِِ ينَْ اٰمَنوُْْٓا اِن ِ اَ الََّّ َيُّه نِ فاَجْتَنِبُوْهُ يٰٰٓ

ِِ لعََلَّ   كُُْ تفُْلِحُوْنَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman 

keras, berjudi, berkorban untuk berhala, dan mengundi nasib 

dengan anak panah, adalah adalah pernuatan keji dan termasuk 

perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar 

kamu beruntung.”53 

 

c. QS. Al-Maidah ayat 91 

كُُْ  هوْقِعَ بيَْنكَُُُ العَْدَاوَةَ وَالبَْغْضَاۤءَ فِِ الخَْمْرِ وَالمَْيسِِْ وَيصَُدَّ يْطٰنُ اَنْ ي َّمَا يُريِدُْ الش َّ ِ  ن عَنْ ذِكْرِ الِلّٰ

لٰوةِ فهَلَْ اَنتُُْْ  نْتََوُْنَ وَعَنِ الصَّ   مه

Artinya; “Dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah 

bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara 

kamu, dan menghalang-halangi dari mengingat Allah dan 

melaksanakan shalat, maka tidakah kamu berhenti?”54 

 

 QS. Al-Baqarah ayat 219 menjelaskan bahwa khamar dan Al-Maisir 

mencakup pelanggaran yang mengandung dosa besar dan juga beberapa 

keuntungan bagi umat manusia. Meskipun demikian, pelanggarannya lebih 

besar daripada manfaatnya. Keuntungan yang dimaksud adalah terutama 

bagi para pemenang yang menikmati kemenangan mereka. Dalam skenario 

ini, Al-Mukhtarah adalah pemenang yang bisa mendapatkan kekayaan 

dengan bertaruh, sedangkan Al-Tajzi'ah adalah permainan dengan 10 

peserta, di mana para pemenang akan memiliki rasa bangga. Ayat ini 

menegaskan bahwa perjudian (Al-maisir) diklasifikasikan sebagai dosa 

besar dan dikutuk oleh Islam.55 

 
 53 Kementrian AIga ima i RI, AIl-Qur’ain Da in Teirje ima ih, Surait AIl-Ma iida ih AIya it 90 

 54 Kementrian AIga ima i RI, AIl-Qur’ain Da in Teirje ima ih, Surait AIl-Ma iida ih AIya it 91 

 55 Da ihlia i H. Ma i’u, 420 
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 M. Quraish Shihab menjelaskan dalam tafsir Al-Misbah definisi judi 

(maysir) merujuk pada segala bentuk permainan atau aktivitas yang 

mengandung unsur ketidakpastian, yang hasilnya didapatkan dengan cara 

mengambil hak orang lain tanpa usaha yang jelas atau tanpa kerja yang sah.  

Larangan berjudi berakar pada bahaya yang melekat pada setiap jenis 

perjudian. Adapun menjauhkan diri dari perjudian yaitu menghindari 

taruhannya, Quraish Shihab menjelaskan bahwa perjudian menimbulkan 

bahaya yang besar, karena baik menang maupun kalah dapat membuat para 

penjudi menjadi terfokus dan terdorong untuk menginvestasikan waktu 

mereka untuk mengejar lebih banyak kemenangan untuk menutup kerugian 

mereka. Akibatnya perjudian menjadi penghalang bagi seseorang untuk 

mengingat Allah SWT.56 

 Selain itu tafsir Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 90-91 menegaskan 

bahwa minum-minuman keras dan perjudian adalah pelanggaran yang 

signifikan, dan surah ini menjelaskan dampak buruk yang ditimbulkannya. 

Ayat ini menjelaskan bahwa Al-maisir adalah perilaku jahat yang harus 

dihindari oleh umat Islam. Perjudian jelas-jelas menumbuhkan permusuhan 

dan dapat menyebabkan hasil yang mematikan di antara para pesertanya; 

terlebih lagi, hal itu menghalangi ingatan kepada Allah SWT. 

Hal ini menunjukkan bahwa jika seseorang asyik dengan perjudian 

(Al-maisir), mereka akan mengabaikan dan meninggalkan kewajibannya 

 
 56 Ra ihma itut Toyyibaih, Judi Da ila im AIl-Qur’ain (Studi Kompaira itif Ta ifsir AIl-AIzha ir Dain AIl-

Misba ih), (Skripsi, UIN Kiaii Ha iji AIchma id Siddiq Jeimbe ir, 2024), 38 
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kepada Allah SWT (shalat dan ibadah). Oleh karena itu, larangan perjudian 

dianggap masuk akal. Jika dikaitkan dengan istilah khamar dan maisir, 

maka terdapat potensi dampak yang merugikan bagi individu, keluarga, dan 

masyarakat secara keseluruhan. Pecandu alkohol (khamar) sama halnya 

dengan pecandu judi (Al-maisir), karena keduanya dapat mengabaikan 

tanggung jawabnya kepada Allah SWT dan kepada orang lain. 

Ketentuan selanjutnya adalah hadits Nabi tentang larangan berjudi, 

sebagaimana dijelaskan dalam salah satu hadits dari Abu Hurairah yang 

diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim sebagai berikut: 

 ُ : مَنْ قاَلَ لِصَاحِبِهِ:   عَنْ أَٔبِِ هُرَيْرَةَ رَضَِِ اللَّّ َ ِ صَلََّّ اُلله علَيَْهِ وَسَلََّّ عَنْهُ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّّ

قْ   تعََالَ أُقاَمِرْكَ، فلَْيَتصََدَّ

Artinya: “Barang siapa mengajak temennya bermain judi, maka 

hendaklah ia tebus dengan bersedekah.”57 

 

 Menurut Asy-syauqani dalam kitab nailul authar bahwasannya kata 

dari “hendaklah bersedekah” merupakan sebuah pernyataan larangan dalam 

berjudi, karena kata sedekah yang terdapat dalam hadistt merupakan sebuah 

bentuk penebusan dosa, disebutkan bahwasannya setiap permainan yang 

dimainkan oleh orang arab. Permainan yang terdapat didalamnya kuntungan 

maupun kerugian, maka permainan tersebut dapat diklasifikasikan sebagai 

bentuk perjudian.58 

 Selanjutnya menurut Muhammad Ali as-shabuny dalam kitab tafsir 

ayat ahkam menberikan pernyataan bahwasannya para ulama sependapat 

 
 57 E Insiklopeidi Ha idist Kita ib 9 Ima im, Shaihih Muslim No 3107 

 58 Rudi Ka ida ifi, AIl-Ma iisir Da ila im AIl-Qur’ain AInailisis Ma ikna i Qs. AIl-Ma iida ih: 90, Thei 

Ushuluddin Inteirna itionail Stude int Confe ire ince i, Vol. 1, No. 1 (Fe ibruairi 2023), 338 
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dan sepakat nahwa permainan judi (Al-maisir) hukumnya haram. Adapun 

terjadi kesepakatan para ulama atas haramnya bermain judi ini terdapat pada 

firman Allah Swt Qs. Al-Baqarah ayat 219 (pada keduanya terdapat dosa 

besar). Ketentuan dari penggalan arti ayat tersebut merupakan salah satu 

rujukan sehingga ulama sepakat jika menjadikan salah satu pihak sebagai 

pemenang dan pihak lainnya kalah maka itu tersemasuk perjudian yang 

diharmkan, baik itu menggunakan sarana apa saja seperti halnya catur, lotre, 

dadu dan lain sebagainya. Bahkan dijelaskan dalam sebuah hadistt: 

Artinya: Dari Abu Musa, dari Nabi Muhammad Saw, beliau bersabda: 

“barang siapa bermain dadu maka benar-benar telah durhaka kepada Allah 

dan Rasulnya”. 

 Keberadaan hadistt tersebut menjelaskan bahwasannya Rasulullah 

telah melarang bermain judi (dadu). Jika dipahami dari ketentuan hadistt di 

atas ini tertuju pada seseorang yang bermain dadu dengan disertai taruhan. 

Pemahaman didasari ole sebuah riwayat bahwa Ibnu Mughaffal dan Ibnu 

Mussayab memperbolehkan bermaian dadu asalkan tanpa disertai dengan 

taruhan, karena setiap permainan yang terdapat didalamnya sebuah taruhan 

sudah menjadi ijma’ atas keharamannya. 

 Pada ketentuan lain terdapat kaitannya dengan permainan catur 

tanpa adanya taruhan, Imam syafi’I berpendapat diperbolehkan permainan 

catur dengan syarat apabila permainan catur tersebut tidak disertai dengan 

taruhan, tidak sampai melalaikan sholat, tidak melaupaui batas dalam 
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berbicara maka itu tidak diharamkan dan tidak termasuk pada katagori 

judi.59  

 Ketentuan lain dalam salah satu riwayat ada juga syarat-syarat lain 

yang dapat memperbolehkan untuk melakukan permainan tersebut, sebegai 

berikut: 

a. Tidak melalaikan atas kewajiban sholat 

b. Tidak terdapat dengan sebuah taruhan 

c. Tidak memunculkan hal-hal yang bertentangan dengan syari’at Allah 

Swt. 

 Pada dasarnya pelarangan perjudian terdapat hikmah yang mulia 

jika merujuk pada dalil-dalil Al-Qur’an dan hadistt nabi yang telah 

dijelaskan di atas. Adapun hikmah pelarangan judi sebagai berikut: 

a. Islam menjadikan setiap muslim agar mengikuti sunnatullah didalam 

mencari pendapatan yaitu menuai penghasilan setelah melakukan 

pekerjaan, karena berjudi hanya semata-mata mengandalkan nasib baik 

dan berangan-angan semata, bukan berusaha dengan bekerja keras dan 

bersungguh-sungguh sehingga menuai penghargaan dari hasil usahnya. 

b. Islam menjadikan harta manusia sebagai sesuatu yang terhormat, 

sehingga tidak dipergunakan semena-mena, kecuali dilakukan sesuai 

dengan yang telah disyari’atkan, karena mendapatkan harta dari sebuah 

 
 59 Uswa itun Ha isa ina ih, Da in Citra i Pe irtiwi Isyoro, Fe inomeinai Judi Online i Teirha idaip 

Ke ice indeirungain Pe ima iha imain Ha idis Di E Ira i Disrupsi Digita il, Jurnail Rise it A Iga ima i, Volumei 2, 

Nomor 3 (Deise imbe ir 2022), 595 
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permainan judi termasuk mengambil dan memakan harta orang lain 

dengan batil. 

c. Perilaku berjudi tidak mengherankan jika setelah itu menimbulkan 

sebuah permusuhan dan kebencian diantara dua belah pihak meskipun 

secara dzohir menampakkan kerelaan atas kekalahannya. Karena 

dengan hal seperti itu pastinya ada pihak yang menang dan ada pihak 

yang kalah, ada pihak yang dirugikan dan diuntungkan. Jika pihak yang 

kalah diam maka dapat diperkirakan diamnya menyimpan sebuah 

kekecewaan dan rasa dendam, rasa kekecewa muncul karena gagal 

dalam meraih mimpinya dan rasa dendam karena menderita kerugian. 

d. Kekeceawan atas kekalahan akan mendorong untuk mengulangi lagi, 

karena berangkat dari keinginan mungkin yang kedua kalinya dapat 

menutupi kerugian dari kekalahan yang pertama. Sedangkan mendapat 

kemenangan akan mendoorong juga untuk melakukan yang kedua 

kalinya dengan harapan untuk mendapatkan kemenangan yang lebih 

banyak, karena ambisi tidak akan membiarkan seseorang untuk 

berhenti. Padahal kekalaham telah menantiny, jika kekalah sudah tiba 

maka senangnya kemenganakan akan berganti sedihnya kekalahan. 

Maka begitulah seterusnya hingga kedua belah tidak mau dipisahkan 

dari meja perjudian karena suah tercandu dari virus perjudian. 

 Adapun aturan hukum islam di atas pada hakikatnya memiliki tujuan 

untuk memberikan dedikasi terhadap pribadi muslim agar supaya memiliki 

kepribadian yang mulia, mampu menegakkan keadilan dalam masyarakat 
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dan dapat memenuhi kepentingan masyarakat sehingga mampu memelihara 

kebaikan yang hakiki dalam kehidupan. Maka dalam hal ini hukum islam 

sangat memperhatikan kepentingan hidup manusia dan oleh sebab itu 

jangan kerena melakukan hal-hal yang sudah dilarang baik meminum 

khamar dan bermain judi menjadikan sebab kepentingan hidup manusia 

dilanggar dan merusak kemaslahatan hidup manusia itu sendiri. 

2. Pandangan Hukum Islam Tentang Izin Perjudian Yang Diberikan 

Oleh Negara 

 Ketentuan dalam ajaran islam memperbolehkan berbagai macam-

macam permainan dan hiburan bagi ummat muslim, akan tetapi ketentuan 

didalam islam mengharamkan setiap permaian atau hiburan yang 

didalamnya terdapat unsur taruhan yang disebut sebagai judi (Al-maisir). 

Karena sejatinya ummat muslim tidak akan menjadikan permainan judi 

sebagai hiburan dan pengisi waktu senggang. Para ulama fiqh mengartikan 

judi sebagai bentuk permainan yang menjanjikan keuntungan bukan dengan 

cara yang wajar sesuai dengan syari’at.  

 Judi adalah praktek untung-untungan yang akan membuat para 

pemain pejudi berharap akan mendapatkan keuntungan dengan cara yang 

mudah, sehingga dengan unsur untung-untungan dan melahirkan sebuah 

harapan maka tidak di perbolehkan secara mutlak untuk melakukan judi dan 

menjadikannya sebagai bentuk cara mencari uang meski dengan alasan 

apapun, karena dapat dipastikan seorang penjudi akan selalu merasa sibuk 

atas kegiatannya tersebbut. Sehingga akan lupa dengan kewajibannya 
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.iddigilib.uinkhas.ac.id



 

 

58 

kepada tuhanya, kewajiban kepada keluarganya bahkan kewajiban terhadap 

dirinya sendiri. Maka atas sebab tersebut akan berdampak terhadap 

kerusakan ekonomi keluarganya. 

 Adapun perjudian dalaam islam adalah suatu perbuatan yang 

dilarang, karena terlalu banyak mudharatnya dari pada manfaatnya bahkan 

dapat memberikan dampak buruh terhadap lingkungan sekitarnya, 

sedangkan datangnya islam adalah rahmatan lil ‘alamiin, yaitu membawa 

kesejahteraan, kedamaian dan keadilan dengan syariatnya yang sudah sesuai 

dengan kehidupan sosial masyarakat berguna untuk menjadikan 

kepribadian yang baik dalam tatanan kehidupan sosial masyarakt. 

Penjelasan di atas sudah sesuai dengan firman Allah Swt Al-Baqarah ayat 

219 yang artinya: 

 “Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Maka 

katakanlah pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat 

bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya, dan 

mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah; yang 

lebih dari keperluan. Demikian Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu 

supaya kamu berfikir”. (QS. Al-Baqarah ayat 219).60 

 Berdasarkan QS. Al-Baqarah ayat 219, dijelaskan bahwasannya 

didalam perjudian terdapat manfaat dan mudharat akan tetapi mudharatnya 

lebih besar dari pada menfaatnya, maka dapat disimpulkan judi (maisir) 

 
 60 Kementrian AIga ima i RI, AIl-Qur’aim Da in Teirje ima ih, Surait AIl-Ba iqa ira ih AIya it 219 
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terdapat dampak positif dan negatif. Diantara dampak positif sebagai 

berikut: 

a. Peningkatan ekonomi: tempat perjudian wajib bayar pajak kepada 

negara, maka sudah otomatis akan meningkatkan pendapatan negara dan 

juga jika tempat perjudian dibuka maka akan membuka membuka 

lowongan pekerjaan dang mengurangi popularitas pengangguran. 

b. Pendapatan keluarga: jika ada seorang anggota keluarga yang bisa 

bermain judi secara profesional dan mahir dan selalu menang dalam 

bermain sehingga mendapatkan keuntungan yang banyak, maka akan 

pendapatan keluarga akan meningkat. 

c. Hiburan: jika dilegalkannya perjudian, maka akan menjadi tempat 

hiburan yang sebenarnya dan menghilangkan kesetresan dan rasa cemas. 

Sedangkan dampak negatif judi (maisir) sebagai berikut: 

a. Masalah keuangan: permainan judi dilakukan dengan sebuah taruhan 

yang lumayan besar, berjudi sifatnya adalah untung-untungan jadi 

secara tidak langsung mengandalkan nasib baik semata, jika bagi 

mereka yang tidak beruntung maka akan kehilangan semua harta 

taruhannya dan dapat dipastikan mereka meskipun sudah mengalami 

kekalahan tidak akan menyerah untuk mencoba keberuntungannya dan 

akibatnya jika tetap tidak beruntung maka akan mengalami kerugian 

yang besar. 

b. Ketergantunga/kecanduan: permaian judi memiliki efek candu yang 

sangat kuat. Pemain yang kalah berusaha mencoba kembali untuk 
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mendapatkan keberuntungan apalagi yang sudah menang, karena 

bermain judi akan membuat ketagihan, bahkan dari saking parahnya 

nereka para pemain akan mencoba terus menerus karena keyakinannya 

unruk menang dan mendapat keberuntungan besar meskipun sudah 

sering kalah dan kehilangan semua hartnya. 

c. Tingkat kejahatan: pada sebuah daerah yang didalamnya terdapat 

banyak permainan judi, maka dapat menjadi kemungkinan besar 

terdapat banyak pula tingkat kejahatannya, mereka yang sudah kalah 

bermain judi dan frustasi mereka akan melakukan segala cara untuk bisa 

bermain judi meskipun denganmelakukan kejahtan agar supaya bisa 

bermain judi kembali, sedangkan pemain yang sudah menang akan 

berusaha menyuap aparat atau pemerintah untuk bisa melegalkan 

permainan judi di daerahnya sendiri.61 

 Jika dianalisis diantara dampak negatif dan positif dilegalkannya 

perjudian, maka sudah jelas lebih besar dampak negatifnya dari pada 

dampak positif. Penjelasan atas dampak positif judi (maisir) disebutkan 

bahwasanya permainan judi akan memacu peningkatan ekonomi atau secara 

industri perjudian adalah sektor yang menguntungkan bagi pemerintah 

karena melalui perpajakannya bisa didapatkan secara mudah dan juga dapat 

membuka lapangan pekerjaan hingga bisa mengurangi populasi 

pengangguran. Dalam permainan judi memiliki unsur taruhan yang sifatnya 

 
 61 De iwi La ie ila i Hilya itin, La irainga in Ma iisir Da ila im AIa il-Qur’ain Da in Re ile iva insinyai De inga in 

Pe ire ikonomiain, MAIGHZA I: Jurnail Ilmu A Il-Qur’ain Da in Taifsir, Vol. 6, No. 1, 2021 24 
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untung-untungan dengan mengandalkan nasib baiknya, permainan judi 

merupakan permainan berkelompok yang dimana dalam kelompok tersebut 

hanya satu orang yang akan memenangkan hasil dari taruhannya dan 

pemain lainnya akan mengalami kekalahan serta akan kehilangan harta yang 

dijadikan taruhan sehingga bisa menimbulkan rasa kecewa, frustasi dan bisa 

pula memiliki rasa dendam, sehingga melakukan cara-cara kotor (kejahatan) 

untuk dapat membalaskan rasa dendamnya. Maka sudah jelas apabila 

perjudian dilegalkan diantara dampak positif dan negatif perjudian lebih 

besar dampak negatifnya sesuai dengan penjelasan QS. Al-Baqarah ayat 

219. 

 Perjudian dalam hukum islam sudah jelas dan mutlak atas 

keharamannya untuk dilakukan, akan tetapi mengenai sanksi atau hukuman 

bagi para penjudi secara syariat tidak dijelaskan tentang ketentuan kadar 

hukumannya baik dalam Al-qur’an dan hadistt. Maka dalam hal ini 

hukuman judi dalam islam dikategorikan kedalam hukuman ta’zir. Ta’zir 

artinya menolak atau mencegah, keberadaan ta’zir adalah sebagai bentuk 

hukuman yang tidak disebutkan ketentuan kadar hukumnya oleh syara’ dan 

penentuan hukumannya menjadi hak penuh kekuasaan hakim.62 

 Adapun keberadaan ta’zir berfungsi untuk memberikan pengajaran 

sekaligus mencegah untuk tidak mengulangi lagi perbuatan yang serupa. 

Pendapat dari ulama mngatakan bahwasannya ta’zir adalah hukuman untuk 

 
 62 Mustofa i Ha isa in Da in Be ini AIhma id Sa ie ibaini, Hukum Pidainai Isla im, (Ba indung:CV 

Pusta ika i Se itia in, 2013), 593 
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perbuatan maksiat yang tidak dihukum dengan hukuman had dan kafarat. 

Rahmat hakim megatakan bahwa ta’zir adalah jarimah yang sanksi atau 

hukumannya ditentuka oleh penguasa. 

 Jarimah ta’zir terdapat prinsip dalam penjatuhannya, dimana dalam 

penjatuhan ta’zir menjadi hak dan wewenang ulil amri baik bentuk maupun 

jenis hukumannya, adanya prinsip tersebut untuk menghilangkan sifat-sifat 

yang mengganggu ketertiban atau kepentingan umum sebagai sebentuk 

untuk dapat melahirkan kemaslahatan umum, ketertiban maupun 

kepentingan disini bersifat relatif sesuai dengan kebutuhan umum dan 

dampak yang ditimbulkannya bagi masyarakat dan negara, sehingga tujuan 

hukuman tesebut dapat terscapai. Disamping itu ta’zir sebagai bentuk 

hukuman yang dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku yang dianggap 

melakuka perbuatan jarimah ta’zir dan dalam penjatuhan hukuman 

terhadapa palaku sudah dilakukan berdasrkan pertimbangan. 

 Pada jarimah ta’zir terdapat ciri-ciri yang mutlak sebagai berikut: 

a. Tidak asas legalitas secara khusus, seperti jarimah hudud dan qisas 

diyat. Maksudnya setiap jarimah ta’zir tidak memerlukan ketentuan 

khusus, karena nash hukumnya tidak ada, samar, atau diperdebatkan. 

b. Ketentuan hukumnya menjadi hak wewenang hakim. 

c. Jenis hukumannya bervariasi. 

  Penjelasan di atas merupakan uraian dalam ketentuan hukum islam 

terhadap perjudian, ketentuan-ketentuan yang terdapat dala hukum islam 

secara mutlak sudah melarang untuk melakukan judi, sehingga tidak ada 
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alasan apapun untuk dapat melakukan judi, karena perjudian memiliki 

dampak negatif yang sangat besar terhadap kehidupan bersosial.  Pada 

sejatinya salah satu syarat untuk melahirkan kehidupan yang sejahtera 

dalam masyarakat adalah tunduk dan taat terhadap tata tertib aturan yang 

sudah berlaku. Akan tetapi jika terdapat dalam suatu aturan yang 

memberikan peluang seseorang untuk melakukan perbuatan yang sudah 

dilarang dalam syariat sehingga seseorang tersebut melakukan perbuatan 

yang sudah menjadi larang dan menimbulkan kemudhartan terhadap 

kemaslahatan masyarakat, maka aturan tersebut tidak dapat dijadikan 

sebuah dalam kehidupan bermasyarakat. 

 Adapun salah satu contoh aturan yang tidak dapat dijadikan sebuah 

acuan dalam hidup adalah memberikan peluang untuk melegalkan 

perjudian, secara hukum islam sudah jelas bertolak belaka karena dampak 

legalnya sebuah perjudian akan merugikan hidup masyarakat bahkan dapat 

merusak keuangan ekonomi masyarakat dan menghilangkan keberkahan 

harta kekeyaan yang sudah didapat. Dalam surat Al-maidah ayat 90 

dijelaskan Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya 

minuman keras, berjudi, berkorban untuk berhala, dan mengundi nasib 

dengan anak panah, adalah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan 

setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung.63  

 
 63 Kementrian AIga ima i RI, AIl-Qur’ain Da in Teirje ima ih, Surait AIl-Ma iida ih AIya it 90. 
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 Penjelasan surat Al-maidah ayat 90 disini memaparkan 

bahwasannya judi merupakan salah satu perbuatan yang keji dan termasuk 

peerbuatan setan dan dipertegas dalam surat Al-maidah ayat 91 

 Artinya; Dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud 

menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu, dan menghalang-

halangi dari mengingat Allah dan melaksanakan shalat, maka tidakah kamu 

berhenti. Bahkan nantinya akan menimbulkan permusuhan dan kebencian, 

dan akan menglang-halangi untuk mengingat Allah Swt (ibadah). Maka 

sudah jelas tidak bisa melegalkan permainan judi karena nantinya akan 

menimbulkan banyak kerusakan dalam hidup masyarakat pada umunya. 

 

C. Perbandingan Izin Perjudian Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam 

1. Persamaan Izin Perjudian Dalam Hukum Positif Dan Hukum Islam 

Perjudian merupakan perbuatan yang dilarang oleh agama dan 

secara tegas dilarang oleh Hukum Positif dalam Kitab Undang-Undang 

Hukum Pindana (KUHP). Ketentuan dalam  pelarangan tindak perjudian 

ini dapat dilihat dalam pasal 303 dan 303 bis, Undang-Undang RI No. 1 

Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 426 

tentang perjudian jo UU no. 7 tahun 1974 tentang penertiban perjudian. Hal 

tersebut dilakukan oleh pemerintah dalam rangka untuk menimalisir 

terjadinya tindak pidana perjudian yang saat ini menjadi salah satu patologi 

sosial. 
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Adapun ketentuan dalam pengaturan tindak pidana perjudian 

terdapat pada KUHP tertera pada pasal 303 dan 303 bis, ketentuan tersebut 

di jelaskan sebagai berikut: 

 

Pasal 303 

(1) “Diancam denga pidana penjara paling lama sepuluh tahun penjara 

atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang 

siapa tanpa izin. 

1. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan 

untuk permainan judi dan dijadikannya sebagai mata 

perncaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatau 

perusahaan untuk itu; 

2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan pada 

khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut 

serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah 

untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau 

dipenuhinya suatu tata-cara. 

3. Menjadikan ikut serta pada permainan judi sebagai mata 

pencaharian” 

 

Penjelasan yang terdapat dalam ketentuan pasal 303 KUHP disini 

merupakan ketentuan tentang pelarangan dan sanksi bagi para pelaku tindak 

pidana perjudian, namun, pada point ini akan menjelaskan tentang 

penguecualian yang terdapat dalam ketentuan pasal tersebut. Ketentuan 

tersebut terdapat pada pasal 303 ayat (1), dimana dalam ketentuan ini 

dijelaskan bahwasannya diancam dengan pidana penjara paling sepuluh 

tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang 

siap tanpa izin. Pengecualian yang dimaksud adalah adanya kata tanpa izin 

dalam pengaturan pelarangan perjudian. 

Adapun objek dari aturan hukum yang terdapat pada pasal 303 

KUHP dalam ketentuan pasal tersebut dijelaskan dalam pasal 303 ayat (1) 
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poin 1 yang di dalamnya mengandung dua unsur kejahatan yang pertama 

ialah menawarkan yang kedua memberikan kesempatan maksudnya adalah 

seseorang yang menawarkan untuk orang lain bermain judi itu telah 

dianggap melanggar ketentuan hukum sebagaimana yang telah dijelaskan 

dalam ketentuan hukum tentang perjudian tersebut, yang kedua memberikan 

kesempatan artinya seseorang yang memberikan peluang untuk orang lain 

untuk bergabung sebagai bentuk objek kegiatannya adalah bermain judi 

hingga menjadikan perjdia sebagai mata pencaharian.64 

Ketentuan selanjutnya adalah pada pasal 303 KUHP ayat (1) poin 2 

yang memuat di dalamnya dua unsur kejahatan yang pertama ialah 

menawarkan yang kedua adalah memberikan kesempatan, namun dalam 

ketentuan ini menawarkan dan memberi kesempatan untuk menjadikan ikut 

serta khalayak umum untuk bermain judi yang diadakan di jalan umum atau 

dipinggiran ataupun di tempat yang dapat dimasuki oleh khayak umum, 

kecuali jika sudah mendapatkan izin dari pihak yang berwenang maka tidak 

dapat dikatakan sebagai tindak kejahatan. 

Selanjutnya poin ketiga terdapat pada pasal 303 ayat 1 ialah 

dianggap sebagai bentuk kejahatan jika menjadikan seseorang ikut serta 

dalam permainan judi tersebut sehingga seseorang teesebut menjadikan 

permainan judi sebagai bentuk mata pencaharian. Maka atasa dasar hal ini 

judi menjadi penyakit dan memberikan dampak negatif terhadap 

 
 64 Suge ing Tiyairto, Ke ibija ikain Pe ine igaika in Hukum Pidaina i Da ila im Ra ingkai Pe ina inggulaingain 

Pe irjudia in, (Teisis, Unive irsita is Diponeigoro Seima ira ing, 2006), 50 
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masyarakat sehingga menjadikan kehidupan bermasyarakat sosial sengsara 

karena akibat dari kalahnya dalam bermain judi. 

Pasal 303 bis 

(1) “Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau 

pidana denda paling banyak sepuluh juta rupiah 

1.  Barang siapa menggunakan kesempatan main judi, yang 

diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303 

2. Barang siapa ikut serta main judi di pinggir jalan umum atau 

di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada 

izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin 

untuk mengadakan perjudian. 

(2) Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat dari dua tahun 

sejak ada pemidanaan yang menjadi tetap karena salah satu 

pelanggaran ini, dapat dikenakan pidana penjara paling lama 

enam tahun atau pidana denda paling banyak lima belas juta 

rupiah.” 

 

Penjelasan selanjutnya dari ketentuan larangan perjudian, yang 

secara khusus diartikulasikan dalam Pasal 303 bis peraturan larangan 

perjudian, menunjukkan bahwa memfasilitasi perjudian yang bertentangan 

dengan Pasal 303 KUHP akan mengakibatkan hukuman hingga empat tahun 

penjara atau denda maksimum sepuluh juta rupiah. Bagian ini membahas 

subjek yang sama, yaitu perjudian, namun peraturan ini lebih terkonsentrasi 

pada peserta perjudian dan mereka yang terlibat dalam kegiatan perjudian. 

Peraturan yang diuraikan dalam undang-undang positif yang 

disebutkan di atas secara eksplisit melarang tindak pidana perjudian. 

Individu yang tetap terlibat dalam kegiatan perjudian yang melanggar 

hukum akan menghadapi hukuman atau hukuman yang dimaksudkan untuk 

mencegah terulangnya perilaku tersebut. Hukuman yang dijatuhkan kepada 

pelanggar yang melanggar hukum yang berlaku saat ini akan disesuaikan 

dengan sifat pelanggaran yang dilakukan. 
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Dalam hukum Islam, perjudian didefinisikan sebagai permainan 

yang melibatkan taruhan yang bersifat untung-untungan. Dalam bahasa 

agama, perjudian adalah transaksi antara dua orang yang bertujuan untuk 

mendapatkan semua harta, memperkaya satu pihak sementara merugikan 

pihak lain. Suatu transaksi dapat diklasifikasikan sebagai perjudian jika 

memenuhi tiga kriteria berikut: 

a. Adanya unsur permainan dari dua belah pihak 

b. Adanya unsur taruhan 

c. Pihak yang menang akan mendatkan taruhan. 

 Perjduian dalam hukum islam diharamkan secara mutlak sesuai 

dengan firman Allah Swt QS Al-maidah ayat 90: 

مَُرِّجْسٌَمِّ نَْع م لَالشَّيْطَ  رَُو الْْ نْص ابَُو الْْ زْلْ  َا م نُ واْاَاِّنََّّ اَالْْ مْرَُو الْم يْسِّ نَِّف اجْت نِّبُ وْهَُيٰ ا ي ُّه اَالَّذِّيْن 
 ل ع لَّكُمَْتُ فْلِّحُوْنَ 

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, 

berjudi, berkorban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak 

panah, adalah adalah pernuatan keji dan termasuk perbuatan setan. 

Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung.”65 

 

 Ayat di atas menjelaskan agar supaya untuk menjauhi perbuatan 

yang tidak diperbolehkan dalam agama salah satu diantaranya adalah judi, 

karena perjudian merupakan perbuatan setan dan termasuk perbuatan yang 

kotor. Perjudian sendiri memiliki dampak yang buruk terhadap kehidupan 

mulai dari aspek ekonomi, sosial, moral, dan juga sampai budaya, tidak 

hanya itu dijelaskan dalam QS. Al-Maidah ayat 91: 

 
 65 Kementrian AIga ima i RI, AIl-Qur’ain Da in Teirje ima ih, Surait AIl-Ma iida ih AIya it 90 
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رَِّو ي صُدَّكُمََْاِّ َالْْ مْرَِّو الْم يْسِّ ء َفِِّ
او ة َو الْب  غْض اٰۤ ن كُمَُالْع د  ع نَْذِّكْرَِّاللّ  َِّنََّّ اَيرُِّيْدَُالشَّيْط نَُا نَْي ُّوْقِّع َب  ي ْ

ت  هُوْنَ و ع نََِّ  َالصَّل وةَِّف  ه لَْا نْ تُمَْمُّن ْ
Artinya: “Dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud 

menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu, dan 

menghalang-halangi dari mengingat Allah dan melaksanakan shalat, 

maka tidakah kamu berhenti?”66 

 

 Perjudian menumbuhkan permusuhan dan perselisihan di antara 

individu, yang mengakibatkan dampak yang merugikan bagi kesejahteraan 

bangsa dan negara. Jelaslah bahwa perjudian berdampak buruk pada 

kualitas hidup, oleh karena itu perlu adanya pembatasan kegiatan perjudian. 

Kepatuhan terhadap peraturan yang telah ditetapkan akan menjamin 

jaminan kemaslahatan hidup, memfasilitasi kehidupan sosial yang tertib, 

aman, dan sukses. 

Peraturan dalam Hukum Positif dan hukum Islam menunjukkan 

kesamaan dalam hal larangan mengoperasikan atau menawarkan tempat 

perjudian. Hukum Positif dengan tegas melarang tindak pidana perjudian, 

seperti yang dijelaskan dalam pasal 303 dan 3030 bis KUHP, UU No. 7 

tahun 1974 tentang peraturan perjudian, dan UU No. 1 tahun 2023 tentang 

KUHP, khususnya pasal 426. Selain itu, hukum Islam secara tegas melarang 

perjudian, mengklasifikasikannya sebagai jarimah yang dikenai sanksi 

ta'zir, karena baik Al-Qur'an maupun hadist tidak menentukan tingkat 

dampak hukumnya, tetapi hanya mengartikulasikan larangan perjudian. 

 

 

 
 66 De ipa irte imein AIga ima i RI, AIl-Qur’ain Da in Teirje ima ih, Surait AIl-Ma iida ih AIya it 91 
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2. Perbedaan izin perjudian dalam Hukum Positif dan hukum islam 

   Perjudian dalam hukum poisitif diklaim sebagai perbuatan pidana 

dan dilarang untuk melakukan perbuatan tersebut sehingga nantinya bagi 

seseorang yang melanggar aturan tersebut akan dikenai sanksi pidana. Akan 

tetapi alam konteks perjudian disini terdapat satu hal sebagai bentuk catatan 

unsur kata “Tanpa Izin”, adanya unsur tanpa izin disini memberikan cela 

untuk seseorang dapat melakukan atau mengadakan kegiatan perjudian 

dengan tanpa ada rasa takut dan khawatir pada mereka yang melakukan 

perjudian tersebut karena merasa dirinya tidak melakukan pelanggaran 

terhadap aturan hukum. 

 Pada ketentuan Hukum Positif mengenai perjudian disini terdapat 

pada pasal 303 dan 303 bis KUHP, pasal 426 Undang-Undang RI No 1 

tahun 2023 tentang KUHP 2023 dan termasuk Undang-Undang lainnya. 

Ketentuan yang terdapat dalam atauran-atauran tersebut terdapat celah yaitu 

adanya unsur tanpa izin dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana (KUHP) pada pasal 303 pada ayat 1 dijelaskan bahwasanya diancam 

dengan pidana penjara paling lama 10 tahun penjara atau pidana denda 

paling banyak dua puluh lima juta Rupiah, barang siapa tanpa izin. 

 Sedangkan pada undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang 

KUHP 2023 pasal 426 ayat (1) menjelaskan bahwasanya diancam dengan 

pidana penjara paling lama 9 tahun atau pidana denda paling banyak 

kategori VI, setiap orang yang tanpa izin.67 Sanksi hukum pada Aturan ini 

 
 67 Pa isa il 426 Undaing-Undaing RI No. 1 Taihun 2023 Teinta ing KUHP 2023, 137 
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lebih ringan ketimbang dari pasal 303 KUHP, perbedaan antara pasal 303 

KUHP dengan UU RI tentang KUHP 2023 pasal 426 yaitu sanksi atau 

hukuman bagi yang melanggar aturan tentang perjudian tersebut satu tahun 

lebih ringan dengan hukuman paling lama sembilan tahun penjara, sedang 

pada pasal 303 KUHP sanksinya paling lama sepuluh tahun penjara 

meskipun secara aturannya sama malarang perjudian bagi yang tidak 

memiliki izin.  

 Sedangkan dalam hukum Islam judi (maisir) diharamkan secara 

mutlak tidak ada alasan-alasan apapun untuk memberikn kesempatan 

sehingga seorang bisa untuk melakukan permainan judi, maka dari saking 

tidak diperbolehkannya sehingga seseorang yang melakukan judi 

diibaratkan seperti mencelupkan tangannya ke dalam daging darah babi, 

sesuai dengan sabda Rasululla Saw sebagai berikut: 

يِّْهِّ،َف كَ    لن َّرْدَِّشِّ َبِِّ نزِّيرٍَو د مِّهَِّم نَْل عِّب  َخِّ مِّ َلَْ  هَُفِِّ  أ نََّّ اَص ب غ َي د 
Artinya: barang siapa yang bermain dengan nardasyir (sejenis permainan 

dadu), maka seolah-olah mencelupkan tangannya ke dalam daging 

dan darah babi. (HR. Bukhari dan Muslim).68 

 

 Hadistt di atas mempertegas bahwasannya yang menganndung 

unsur perjudian itu diharamkan dan diibaratkan terhadap sesuatu yang najis 

dalam islam pengibaratan disini untuk menunjukkan betapa jeleknya 

perbuatan tersebut, adapun larangan ini bertujuan untuk menghindarisegala 

bentuk permainan yang nantinya akan menyebabkan keruskan moral, 

membawa seseorang kepada pertaruhan dan juga membuang waktu yang 

 
68 E Insiklopeidi Ha idist Kita ib 9 Ima im, Shaihih Muslim No 4194 
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berharga. Terdapat juga dalam hadistt lain yang mengenai dilarangnya 

melakukan perjudian: 

يَ  َهُر يْ ر ة َر ضِّ بِّهِّ:َع نَْأ بِِّ َلِّص احِّ َر سُولَُاللََِّّّص لَّىَاللهَُع ل يْهَِّو س لَّم :َم نَْق ال  :َق ال  َُع نْهُ،َق ال  َاللَّّ
قَْ ،َف  لْي  ت ص دَّ َأقُ امِّرْك   ت  ع ال 

Artinya: Barang siapa mengajak temennya bermain judi, maka hendaklah ia 

tebus dengan bersedekah. 

 

 Hadist di atas menyatakan, “Barangsiapa berkata kepada kawannya, 

“Mari aku ajak kamu berjudi”, hendaklah dia bersedekah,” mengandung 

pesan penting tentang larangan dan dampak negatif dari perjudian dalam 

Islam. Beberapa poin penjelasan mengenai maksud hadist ini dan 

korelasinya terhadap perjudian adalah sebagai berikut 

 Peringatan terhadap Perjudian, hadist ini secara tegas melarang 

praktik perjudian. Perjudian dianggap sebagai aktivitas yang tidak hanya 

merugikan individu tetapi juga masyarakat secara keseluruhan. Dalam 

konteks Islam, perjudian adalah salah satu perbuatan yang termasuk dalam 

dosa besar karena mengandung unsur spekulasi, penipuan, dan pengambilan 

keuntungan secara tidak adil. Konsekuensi Ucapan dan Tindakan: 

Rasulullah SAW menekankan bahwa bahkan sekadar mengajak seseorang 

untuk berjudi, meski tidak benar-benar melakukannya, sudah merupakan 

tindakan yang salah. Hal ini menunjukkan betapa seriusnya dampak 

perjudian sehingga mengajak orang lain saja sudah dipandang berdosa dan 

harus ditebus dengan bersedekah.69 

 
69 Da ihlia i H. Ma i’u, 421 
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 Pembersihan diri melalui Sedekah: Anjuran untuk bersedekah bagi 

orang yang mengajak berjudi memiliki makna mendalam. Sedekah dalam 

Islam merupakan cara untuk membersihkan diri dari dosa dan mendapatkan 

ampunan Allah. Adapun dengan bersedekah, seseorang diharapkan mampu 

menggantikan perbuatan buruknya (mengajak berjudi) dengan tindakan 

kebaikan yang bermanfaat bagi orang lain, selain itu perjudian sebagai 

Penyebab Kerusakan Sosial. Alasan utama mengapa perjudian dilarang 

dalam Islam adalah karena dapat menyebabkan berbagai bentuk kerusakan 

sosial, seperti kemiskinan, permusuhan, dan ketidakadilan. Hadist ini, 

dengan memberi peringatan dan solusi berupa sedekah, bertujuan untuk 

menjaga umat Muslim dari bahaya yang ditimbulkan oleh perjudian dan 

mengarahkan mereka pada perilaku yang lebih positif. 

 Adapun adanya hadistt ini sejalan dengan ayat Al-Qur'an yang juga 

melarang perjudian, seperti dalam Surah Al-Ma'idah ayat 90: “Wahai 

orang-orang yang beriman! Sesungguhnya (minuman keras), berjudi, 

(berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan panah adalah 

perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-

perbuatan) itu agar kamu beruntung.” Maka melalui larangan ini, Islam 

berusaha melindungi individu dan masyarakat dari kerusakan yang 

ditimbulkan oleh perjudian, serta mendorong umat untuk lebih peduli dan 

berbagi kepada sesama melalui bersedekah. Pada konteks pelarangan judi 

disini memiliki perbedan yang terdapat pada ranah izin perjudiannya, pada 

Hukum Positif terdapat sebuah celah dan kesempatan untuk seseoranga 
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dapat melakukan permainan judi dengan unsur adanya kata tanpa izin. 

Sedangkan dalam hukum islam tidak celah sediktpun, meskipun dengan 

alasan apapun hukum islam tetap melarang permainan judi secara mutlak 

atas keharamannya didalam bermain judi. 

3. Analsis kemaslahatan terhadap izin perjudian 

 Perjudian merupaakan salah satu bentuk kasus yang sulit diberantas, 

bahkan dapat dikatakan sebagai virus yang merambat cepat di seluruh 

kalanganan masyarakat Indonesia. Memasuki era modern di support dengan 

perkembangan teknologi yang sangat masif yang seharusnya dipergunakan 

untuk hal-hal yang positif serta memudahkan kehidupan masyarakat, hal itu 

seperti menjadi boomerang dimana penggunaan teknologi di era modern ini 

menjadi pendorong utama untuk kegiatan perjudian seperti tidak tersaring 

dan terbendung perjudian di era modern tidak hanya di lakukan oleh orang-

orang dewasa saja, anak-anak pun dapat melakukan permainan judi di 

masyarakat. Kegiataan perjudian dengan menggunakan teknologi atau 

gawai terjadi dalam kehidupan sosial masyarakat bahkan dampak dari tidak 

terkontrol serta tak terbendungnya penggunaan media tersebut perjudian 

mulai dinormalisasikan atau dianggap sebagai bentuk mengisi kekosongan 

waktu snggang mereka. Akan tetapi perlu diketahui bahwasannya perjudian 

merupakan sebuah tindakan yang melanggar hukum baik dari Hukum 

Positif maupun hukum islam.70 

 
 70 AIndi Taima iruddin, AInailisis Pe ingairuh Judi Onlinei Da ila im Ke ibe iraida ia innyai Se irta i Prisnsip 

Da ila im Hukum Peirspe iktif Hukum Isla im, MAINDA IR: Socia il Scie ince i Journail, Vol. 2, No. 1, Ta ihun 

2024, 8 
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 Fenomena kegiatan perjudian ditengah masyarakat seharusnya 

menjadi fokus utama yang perlu di bahas hingga tuntas baik oleh kalangan 

akademisi, ulama, bahkan pemerintah. Normalisasi dan bahkan lebih parah-

nya terdapat beberapa masyarakat yang menjadikan judi sebagai ladang 

utama untuk penghasilan. Banyak semple dampak negatif yang sudah 

terjadi akibat perjudian salah satunya pembunuhan dan bunuh diri hal 

tersebut jika terus dibiarkan akan merugikan negara. Hukum Positif dan 

hukum islam yang berlaku di indonesia sudah jelas- jelas melarang kegiatan 

perjudian dilakukan, contohnya dalam Al-Baqarah ayat 219 dan Al-Maidah 

ayat 90-91 menerangkan dengan tegas bahwa segala bentuk kegiatan 

perjudian itu dilarang bahkan dikatakan haram hukumnya dilakukan.  

 Kegiatan perjudian yang marak terjadi bahkan dilakukan di 

khalayak umum seakan-akan hal biasa ini juga sudah dijelaskan dalam 

Hukum Positif yakni dalam KUHP Pasal 303 dan 303 bis yang menjelaskan 

lebih terperinci larangan melakukan perjudian, mengajak, dan menjadikan 

perjudian sebagai mata pencaharian akan dipidana sesuai yang tertera dalam 

pasal tersebut, bahkan di dalam KUHP pasal 303 bis telah menjelaskan 

larangan kegiatan perjudian dilakukan ditempat-tempat umum, akan tetapi 

terdapat sebuah kontradiktif dalam KUHP Pasal 303 bis ayat 1 point 2 yang 

berbunyi: “Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan tempat 

yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang 

berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu”, 
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dalam pasal tersebut seakan-akan bersebrangan bahkan melemahkan 

ketegasan larangan perjudian. 

 Penjelasan dalam KUHP Pasal 303 dan 303 bis yang menjelaskan 

kegiatan perjudian dengan izin, seakan akan melemahkan dan memberi 

celah larangan kegiatan berjudi dalam masyarakat, hal ini sangat berbeda 

bahkan bertabrakan dengan hukum islam yang sangat tegas mengharamkan 

kegiatan maisir atau judi. Islam melarang kegiatan berjudi dengan sangat 

keras tidak ada alasan atau pembenaran dalam segi apapun dalam kegiatan 

berjudi yang dilakukan dan dimanapun tempatnya 

 Pada dasarnya perjudian terdapat beberapa unsur, sehingga dapat 

disebut sebagai perilaku berjudi, unsur-unsunya sebagai berikut: 

a. Adanya dua belah pihak yang melakukannya 

b. Adanya taruhan didalam permainan tersebut 

c. Hanya satu orang yang nanti sabagai pemenang dan mendapkat 

taruhannya.71 

 Hukum islam mengharamkan permainan judi karena akan 

memberikan dampak buruk terhadap kehidupan masyarakat, karena 

permainan merupakan salah bentuk perbuatan yang keji (kotor) bahkan 

termasuk dalam perbuatan setan. Tidak hanya itu perjudian dapat 

menimbulkan kebencian, permusuhan dan bahkan dapat mendorong 

seseorang untuk melakakukan kejahatan. Hal tersebut dapat terjadi karena 

 
 71 Na ibila i Zulfai, Be intuk Ma iisir Da ila im Tra insa inksi Ke iuainga in, Jurnail Hukum E Ikonomi 

Isla im, Vol 2, No.1, 2018, 5 
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dalam permainan judi dipastikan akan adanya seseorang yang menang dan 

mendapatkan keburuntungan dari hasil taruhannya, sedangkan pihak yang 

lainnya akan mengalami kekalahan dan akan kehilangan hartanya yang 

sudah dijadikan taruhan. Al-Qur’an surat Al-Maidah ayat 90 menjelaskan: 

رَُو الْْ نْص ابَُو الْْ زْلْ َ َا م نُ واْاَاِّنََّّ اَالْْ مْرَُو الْم يْسِّ مَُرِّجْسٌَمِّ نَْع م لَالشَّيْط نَِّف اجْت نِّبُ وْهَُيٰ ا ي ُّه اَالَّذِّيْن 
 ل ع لَّكُمَْتُ فْلِّحُوْنَ 

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, 

berjudi, berkorban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak 

panah, adalah adalah pernuatan keji dan termasuk perbuatan setan. 

Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. 

 

 Hukum Islam mengharamkan judi di dalam syariatnya karena judi 

dapat menimbulkan permusuhan dan kebencian antar pemain, melupakan 

untuk mengingat Allah Swt, merusak kehidupan masyarakat, menjadikan 

orang bermalas-malasan dengan menunggu keberuntungan atau nasib baik 

tanpa melakukan usaha, membuat bangkrut sebuah usaha seseorang dan 

juga dari saking parahnya dampak perjudian seseorang dapat mengakhiri 

hidupnya karena frustasi dan kecewa atas kekalahan yang sudah dialaminya 

didalam bermain judi sehingga membuat enggan untuk melanjutkan 

kehidupannya. Selain itu judi memiliki efek candu dan rasa penasaran yang 

menyebabkan seseorang secara terus menerus akan melakukan perminan 

judi meskipun sudah meangalami kekalahan yang sangat besar. 

 Maka sudah jelas ketentuan yang terdapat pada Hukum Positif dan 

hukum islam memiliki persamaan dan perbedaan didalam mengatur tindak 

pidana perjudian. Ketika dianalisis pada ketentuan Hukum Positif yang 

terdapat pada pasal 303 dan 303 bis secara signifikan melarang keras dengan digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.iddigilib.uinkhas.ac.id
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adanya permain perjudian, namun terdapat dalam ketentuan Hukum Positif 

yang seakan-akan memberikan peluang untuk seseorang dapat melakukan 

permai judi yakni ketentuan tersebut terdapat pada pasal 303 dan 303 bis 

KUHP ayat (1) dengan adanya kata unsur “tanpa izin”. Keberadaan unsur 

izin mejadikan akan adanya sebuah tempat perjudian yang resmi dan 

dilegalkan oleh pihak pemerintah, sehingga para pemain judi akan merasa 

leluasa untuk melakukan perjudian tersebut dengan keadaan aman tanpa 

rasa ke khawatiran sedikit pun.  

 Sedangkan sudah jelas jika dianalisis kembali adanya syariat islam 

yang mengklaim sebuah perjudian merupakan jarimah atau suatu perbuatan 

yang melanggar perintah Allah Swt sehingga ketentuan yang terdapat dalam 

hukum islam yang tertuang dalam Al-qur’an dan Hadistt secara mutlak dan 

jelas melarang dan mengharamkan perilaku bermain judi. maka keberadaan 

Hukum Positif terdapat ketentuan yang kontradiktif terhadap aturan hukum 

islam dan seacara tidak langsung dengan adanya aturan Hukum Positif dapat 

melemahkan ketentuan yang sudah ada dalam hukum islam. Akan tetapi 

dengan keberadann aturan Hukum Positif dan hukum islam tidak melarang 

dan tidak menghilangkan sebuah bentuk permainan dengan syarat didalam 

permaian tersebut tidak terdapat sebuah taruhan dan hanya berbentuk 

permainan semata bukan menjadi ajang permainan perjudian, maka itu 

diperbolehkan sebagai bentuk hiburan untuk mengisi kekosongan di waktu 

senggang.72 

 
72 Da ihlia i H. Ma i’u, 422 

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.iddigilib.uinkhas.ac.id



 

 

79 

 Jika ditinjau dari dampak pejudian yang terdapat sebuah anggapan 

postif mengatakan permainan perjudian merupakan sebuah ajang hiburan, 

akan tetapi dalam anggapan merupakan persepsi yang salah karena dalam 

perjudian akan terdapat rasa khawatir, cemas dan takut didala hatinya, lebih-

lebih permainan judi yang lakukan dalam keadaan illegal. Berbicara 

dampak dalam perjudian pasti terdapat pro dan kontra dalam menyikapinya, 

maka dalam hal ini sikap pro dan kontra akan dijelaskan dalam skema 

perjudian sebagai berikut: 

Tabel 4. 1 

Skema Pro Dan Kontra Terhadap Perjudian 

NO PRO KONTRA 

1 Rileksasi dan sebagai rekreasi 

bagi orang dewasa 

Pemain judi akan mengalami 

gangguan tidur, ganguan 

iritabilitas, gangguan mental dan 

tekanan darah tinggi 

2 Mengurangi stres dan 

kebosanan 

Judi akan menyebabkan stres, 

panik dan berisiko untuk tekanan 

darah tinggi 

3 Dapat meningkatkan kesehatan 

emosiobal, merasa bebas, 

merdeka, percaya diri dan 

meningkatkan kreatifitas 

Bermain judi memberikan 

dampak menurunnya kesehatan 

fisik, pusing kronik, dada sesak, 

susah bernafas dan dapat 

mengalami penyakit jantung. 

4 Bermimpi dengan menjadi 

pemenang judi dapat 

meningkatkan ekonomi, dan 

memperkaya kualitas hidup 

Penjudi yang kalah akan 

menjadikan anak dan istri sebagai 

korban kekerasan fisik, bahkan 

dapat menjadi sasaran sexual 

abuse. 
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BAB V  

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Perjudian merupan sebuah permainan yang terdapat suatu kelopok, adanya 

taruhan, adanya pihak yang menang dan pihak yang kalah dan sifatnya 

untung-untungan. Diatur dalam (KUHP pasal 303 dan 303 bis, Undang-

Undang RI No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana pasal 426 tentang perjudian jo UU no. 7 tahun 1974 tentang 

penertiban perjudian.  Kata izin yang terdapat dalam pasal 303 dan 303 bis 

KUHP dan UU No 1 Tahun 2023 tentang pasal 426 tentang perjudian secara 

tidak langsung dibatalkan atau tidak ada perizinan untuk berjudi dengan 

adanya UU No 7 Tahun 1974 tetntang penertiban perjudian. 

2. Perjudian dalam hukum islam disebut maisir, Perjudian adalah permainan 

yang terdapat didalamnya sebuah taruhan dan bersifat untung-untungan. 

Judi secara Hukum Islam diharamkan secara mutlak dan mengenai sanksi 

atau hukuman bagi para penjudi secara syariat tidak dijelaskan tentang 

ketentuan kadar hukumannya baik dalam Al-qur’an dan hadist. Maka dalam 

hal ini hukuman judi dalam islam dikategorikan kedalam hukuman ta’zir. 

3. Pada Hukum Positif dan hukum islam perjudian merupakan sebuah 

kejahatan dan dilarang untuk melakukannya. Akan tetapi terdapat celah izin 

untuk seseorang bisa bermain judi. Sedangkan dalam hukum islam 

mensyari’atkan perilaku berjudi secara mutlak Sehingga tidak ada alasan 

sanksi bagi seseorang yang bermain judi adalah Ta’zir.  digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.iddigilib.uinkhas.ac.id
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B. Saran 

1. Pemerintah harus menghapus kata izin yang terdapat pada aturan perjudian 

untuk mempertegas aturan tersebut yang terdapat pada KUHP Pasal 303 

dan 303 bis dan UU No 1 Tahun 2023. 
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